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seseorang yang telah melakukan tindakan tertentu dapat dituntut. Dalam
hal tanggung jawab pidana, jika hukum ada dan memenuhi persyaratan
legalitas, prinsip "kesalahan" lain juga harus dipenuhi, yang akan
mengarahkan dan menentukan dasar dan bukti penuntutan.'®

Dengan demikian, status kepemilikan lahan tidak boleh dijadikan
dasar presumsi kesalahan, apalagi dikonstruksi sebagai bentuk penyertaan
aktif dalam tindak pidana. Pembuktian yang cermat atas aspek mens rea,
yakni niat jahat atau setidak-tidaknya kelalaian yang disadari, menjadi
syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan sebelum menempatkan pemilik
lahan dalam posisi hukum sebagai pihak yang turut bertanggung jawab
secara pidana.

Asas  strict liability merupakan bentuk perubahan dari
pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian atau contractual liability,
yang tidak memerlukan adanya unsur kesalahan dalam tindakan pelaku.
Oleh karena itu, dalam ranah hukum Indonesia, penerapan prinsip strict
liability ini diharapkan menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan
masalah  pertanggungjawaban yang dapat mempercepat proses

penyelesaian tindak pidana.

'® Fasa Muhamad Hapid, Ija Suntana, and Muhammad Yayan Royani, “Penerapan Asas Geen Straf
Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake
Application of the Geen Straf Zonder Schuld Principle in Taking Action Against Crimes of Misuse
of Deepfake Technology” 7,n0. 3 (2024): 4-7.
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Secara umum, prinsip pertanggungjawaban empat, antara lain
Jenis tanggung jawab yang diakui dalam hukum pidana dan perdata
dikenal sebagai tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Selanjutnya
datang tanggung jawab berdasarkan praduga, atau "beban pembuktian
terbalik". Dalam kasus ini, seseorang dianggap bertanggung jawab sampai
terbukti tidak bersalah. "Prasangka tidak bertanggung jawab" adalah lawan
dari "presumsi bertanggung jawab", yang berarti bahwa tidak setiap
pemilik bisnis selalu bertanggung jawab. Terakhir, "tanggung jawab
mutlak" berarti bahwa pemilik bisnis bertanggung jawab atas semua
kerugian yang diderita oleh konsumen, tanpa perlu membuktikan bahwa
ada kesalahan. Dari keempat bentuk tanggung jawab tersebut, strict
liability dianggap dapat memudahkan proses tindak pidana lingkungan
karena mampu menjangkau hingga ke akar permasalahan.!”

Berdasarkan Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor
35 Tahun 2009 berbunyi : “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara,
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan
1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

7 Aghia Khumaesi Suud, “Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict
Liability) Dalam Kasus Korupsi” 52 (2023): 153-62.
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° singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga)”."®

0 Konsep strict liability tidak secara langsung berlaku dalam

menentukan pertanggungjawaban pidana pemilik lahan yang digunakan

untuk menanam ganja, berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini karena ketentuan hukum

pidana dalam Undang-Undang Narkotika secara normatif tetap

@ memerlukan adanya unsur kesalahan (mens rea) sebagai syarat mutlak
untuk dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dapat dilihat dari

o frasa "tanpa hak atau melawan hukum" yang terdapat dalam Pasal 111,
yang menunjukkan bahwa pelaku harus memiliki pengetahuan atau niat
dalam melakukan penanaman narkotika Golongan I berupa tanaman. Oleh
karena itu, pemilik lahan yang secara nyata menyatakan tidak mengetahui
bahwa lahan miliknya digunakan untuk menanam ganja tidak dapat
dijatuhi hukuman pidana tanpa terlebih dahulu ada bukti yang dapat
menunjukkan adanya kesalahan dalam perbuatannya.

0 Namun, meskipun konsep strict liability tidak berlaku secara

langsung dalam bidang hukum pidana, tetap memiliki relevansi terbatas

o '8 Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
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dalam tiga aspek hukum yang berbeda. Pertama, dalam bidang tanggung
jawab perdata, konsep ini dapat digunakan untuk mewajibkan pemilik
lahan memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat
penggunaan lahan untuk kegiatan penanaman narkotika, karena ada
hubungan sebab akibat antara kepemilikan lahan dan terjadinya kerugian
tersebut, tanpa perlu membuktikan secara pasti adanya kesalahan. Kedua,
dalam konteks pembuktian dalam praktik peradilan, konsep strict liability
dapat digunakan sebagai dasar untuk menerapkan asumsi pengetahuan,
yaitu asumsi bahwa pemilik lahan seharusnya mengetahui aktivitas yang
terjadi di lahan miliknya, sehingga kewajiban untuk membuktikan
bergeser kepada pemilik lahan untuk menunjukkan bahwa ia memang
tidak mengetahui adanya penanaman ganja tersebut. Ketiga, konsep ini
relevan sebagai dasar untuk reformasi normatif dalam Undang-Undang
Narkotika, di mana dapat diajukan penambahan pasal berupa strict liability
bagi pemilik lahan yang secara objektif seharusnya mengetahui atau
mengabaikan penggunaan lahan untuk kegiatan ilegal, sehingga
memperkuat tanggung jawab pemilik lahan dalam mencegah penggunaan
asetnya untuk tindakan yang melanggar hukum terkait narkotika.

4.2.2 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Lahan yang
Mengaku Tidak Mengetahui Aktivitas Penanaman

Dalam hukum pidana biasa, seperti yang terdapat dalam KUHP,
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seseorang hanya dapat dikenai hukuman jika terpenuhi dua hal yang
pertama, ia melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, misalnya
menanam ganja dan yang kedua, ia melakukan tindakan tersebut secara
sengaja atau dengan niat yang jahat. Namun, Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki ketentuan yang berbeda. Pasal
111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana
penanaman ganja dengan melibatkan unsur-unsur yang lebih luas, yaitu

"Barangsiapa tanpa hak atau melawan hukum menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
narkotika berupa tanaman".

Pemilik lahan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
karena Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penanaman
dengan unsur objektif yang luas, yang mencakup perbuatan "menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"
narkotika berupa tanaman. Dalam hal ini, unsur "menguasai" (controls)
dapat diartikan secara luas, sehingga mencakup penguasaan atas lahan di
mana tanaman tersebut tumbuh.

Dalam penerapan hukum, pemilik tanah secara otomatis
dianggap memiliki hak atau kendali terhadap semua hal yang terdapat di
dalam tanah yang dimilikinya. Sehingga, meskipun pemilik tanah tidak

menanam ganja secara langsung, jika ganja ditemukan pada lahan yang
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dimilikinya, secara hukum ia dianggap sebagai orang yang menguasai
tanaman ganja tersebut. Ini adalah alasan mengapa pemilik lahan dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana secara objektif, tanpa harus
membuktikan bahwa ia mengetahui atau sengaja menanam ganja.

Selain itu, dalam praktik penerapan hukum narkotika, terdapat
kecenderungan untuk menerapkan prinsip strict liability secara tidak
langsung. Artinya, seseorang bisa dikenai hukuman hanya karena
perbuatan mereka secara objektif telah memenuhi ketentuan dalam pasal
tersebut, tanpa harus dibuktikan adanya niat subjektif yang sengaja. Dalam
konteks ini, jika ganja ditemukan di lahan yang dimiliki seseorang, maka
individu tersebut dianggap telah melanggar hukum, baik ia menyadari atau
tidak adanya penanaman ganja tersebut.'”

Klaim ‘“tidak mengetahui" penanaman ganja sebenarnya
menyerang unsur kesalahan (mens rea) dalam hukum pidana. Dalam teori
hukum pidana umum, asas nulla poena sine culpa (tidak ada pidana tanpa
kesalahan) menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak
ada kesalahan yang dapat dipersalahkan kepadanya.® Jadi secara teori,

jika pemilik lahan bisa membuktikan bahwa ia benar-benar tidak tahu dan

"https://www.hukumonline.com/klinik/a/istrict-liability-i-dalam-pidana-narkotika ~ diakses pada
tanggal 17 Juni 2026 pukul 14.58

20 [ Sriyanto, “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan
Penyimpangannya” 23, no. 2 (2026).
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tidak ada niat jahat, maka ia seharusnya tidak bisa dipidana. Namun, klaim
ketidaktahuan ini tidak serta-merta membuat pemilik lahan bebas. Pemilik
lahan memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan
wajar (duty of care) terhadap lahan yang dimilikinya. Jika pemilik lahan
pasif, tidak mengawasi lahannya, atau malas memeriksa apa yang tumbuh
di lahannya, maka ketidaktahuannya itu justru dianggap sebagai kelalaian
yang dapat dipersalahkan.?!

Pernyataan ketidaktahuan pemilik tanah mengenai adanya objek
atau kegiatan yang melanggar hukum di atas tanah yang dimilikinya
merupakan isu yang rumit dalam hukum pidana, terutama ketika terkait
dengan unsur tanggung jawab pidana. Dalam menganalisis status hukum
terhadap pengakuan tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami perbedaan
mendasar antara ketidaktahuan hukum dengan ketidaktahuan fakta, karena
dampak hukum dari kedua jenis ketidaktahuan tersebut memiliki
perbedaan yang signifikan, Ketidaktahuan hukum, yang berarti seseorang
tidak mengetahui bahwa suatu tindakan tertentu terlarang atau dihukum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, secara umum tidak bisa
digunakan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum

pidana. Hal ini berdasarkan prinsip ignorantia legis neminem excusat,

2! Dania Putri dan Tom Blickman, “Pola Konsumsi, Produksi, Dan Kebijakan Ganja Di Indonesia,”
2021.
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yang artinya ketidaktahuan tentang hukum tidak menghilangkan tanggung
jawab hukum seseorang.

Setelah suatu peraturan resmi diundangkan dan dipublikasikan
melalui media resmi negara, maka peraturan tersebut dianggap telah
dikenal oleh masyarakat secara umum, dan hukum tersebut berlaku
mengikat bagi seluruh masyarakat tanpa perlu menunggu setiap orang
membacanya secara individual. Berikut alasan “tidak tahu” tidak diterima,
antara lain:

1. Menjaga kepastian dan efektivitas hukum.
Jika “tidak tahu” dibolehkan, hampir semua pelanggaran bisa
berdalih demikian. Hukum jadi tidak pasti dan sulit ditegakkan.

2. Asumsi publikasi yang memadai.

Peraturan dianggap telah diumumkan ke publik ketika diundangkan

dan dimuat di media resmi (Lembaran/ Berita Negara dan kanal

resmi pemerintah).
3. Tanggung jawab warga negara.

Setiap orang berkewajiban proaktif mengetahui aturan, apalagi jika

berkaitan dengan aktivitasnya (usaha, profesi, lalu lintas, dan

seterusnya).

Di Indonesia dan hampir di semua negara berlaku prinsip

ignorantia legis neminem excusat, yang secara sederhana berarti
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ketidaktahuan tentang hukum tidak dapat menjadi alasan untuk terlepas
dari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, alasan “saya tidak tahu ada
pasal atau aturan tersebut" biasanya tidak dapat digunakan sebagai alasan
untuk menghindari sanksi. Prinsip “ignorantia legis neminem excusat"
berarti bahwa ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat menjadi alasan
untuk menghindari konsekuensi hukum.

Sejak suatu peraturan diundangkan dan dipublikasikan melalui
media resmi negara, maka peraturan tersebut dianggap sudah diketahui
oleh masyarakat secara umum. Hukum berlaku bagi semua orang, tanpa
perlu menunggu setiap individu membacanya secara terpisah. Dalam
berbagai tindak pidana, unsur sengaja atau kelalaian tetap menjadi
pertimbangan. Jadi, meskipun tidak mengetahui hukum tidak membuat
seseorang bebas dari akibatnya, tingkat kesalahan baik sengaja, lalai, atau
tidak ada kesalahan akan memengaruhi putusan, terutama dalam
menentukan sanksi yang diberikan.?

Dalam konteks tindak pidana narkotika khususnya Pasal
111 ayat (1) UU Narkotika, unsur delik meliputi "setiap orang", "tanpa hak
atau melawan hukum", serta perbuatan memiliki, menyimpan, atau

menguasai narkotika. Untuk pemilik lahan yang beralasan tidak tahu ada

2 https:/ /www.herijaya.com /2025 /08/kenapa-tidak-tahu-hukum-tetap-salah diakses pada
tanggal 17 Juni 2026 pukul 11.33
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tanaman narkotika, hakim akan menguji apakah unsur "menguasai"
terpenuhi, yang berarti apakah pemilik lahan memiliki kendali atas lahan
dan seharusnya mengetahui atau mengawasi aktivitas di atas lahan
tersebut. Jika pemilik lahan tidak menerapkan kehati-hatian wajar dan
seharusnya patut menyangka, maka unsur menguasai dapat terpenuhi
meskipun pemilik tidak secara aktif menanam atau memelihara tanaman.
Hal ini sesuai dengan doktrin dalam Pasal 480 KUHP tentang penadahan
yang menyebutkan bahwa "sepatutnya harus diduga diperoleh dari
kejahatan" dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana meskipun
tidak ada kesengajaan langsung.?

Teori kesalahan dalam hukum pidana, yang sering disebut
sebagai mens rea atau sikap batin yang salah, merupakan syarat penting
yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dikenai hukuman,
Bayangkan mens rea sebagai "niat dari hati" yang membuat seseorang
menjadi bertanggung jawab secara hukum, Orang yang tidak memiliki niat
atau kesalahan dalam hati tidak dapat dikenai hukuman meskipun
tindakannya melanggar hukum. Ini berlandaskan prinsip hukum pidana
tanpa kesalahan, yang berarti tidak ada hukuman yang diberikan tanpa

adanya kesalahan. Dolus merujuk pada adanya niat atau keinginan

23 https://www.hukumonline.com/klinik/a/tidak-tahu-barang-yang-dibeli-hasil-curian--bisakah-
dipidana-1t53¢906311f8a7/ diakses pada tanggal 17 Juni 2026 pukul 12.00
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seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.
Sementara itu, kata culpa lebih berkaitan dengan kelalaian atau kurang
hati-hati yang berujung pada terjadinya dampak negatif atau kerugian.

Dari sudut pandang teori, Dalam hukum pidana, baik dolus
maupun culpa merupakan komponen dari konsep mens rea, atau niat
kriminal pelaku. Konsep ini menekankan bahwa tanggung jawab pidana
ditentukan oleh dua faktor: tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan
keadaan mentalnya saat melakukan tindakan tersebut. Akibatnya, analisis
komponen kesalahan sangat penting untuk penegakan hukum pidana.

Teori ini menyatakan bahwa elemen kesalahan tidak hanya
dipertimbangkan pada tindakan yang dilakukan tetapi juga pada persepsi
yang dimiliki pelaku tentang tindakan tersebut. Adanya niat (dolus) atau
kelalaian (culpa) menunjukkan sikap internal ini. Kedua jenis kesalahan
ini menunjukkan perbedaan dalam teori kesalahan. Dolus biasanya
membawa hukuman pidana yang lebih berat daripada perbuatan yang
dilakukan karena kelalaian dalam hal ini.

Cukup, di sisi lain, adalah kelalaian yang disebabkan oleh
kurangnya kehati-hatian yang memadai saat melakukan suatu tindakan.
Dalam kasus ini, pelaku biasanya tidak bermaksud untuk menyebabkan
kerugian, tetapi kerugian tetap terjadi karena pelaku tidak menjalankan

tingkat kehati-hatian yang wajar dan diperlukan. Teori kesalahan
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menekankan bahwa tanggung jawab pidana harus mempertimbangkan
kemampuan pelaku untuk memahami dan mengontrol tindakannya,
meskipun tidak ada indikasi niat. Ini berarti bahwa hukuman pidana hanya
dapat diterapkan pada seseorang yang memiliki kemampuan mental untuk
memahami akibat dari pilihan mereka.>*

Dari hasil wawancara dengan penyidik, beberapa fakta penting
adanya unsur kesengajaan atau niat jahat. Pertama, pernyataan pemilik
lahan mengenai ketidaktahuan mereka harus selaras dengan fakta yang
dapat dibuktikan secara jelas. Jika pemilik mengatakan tidak tahu, tetapi
dari foto atau saksi terdapat indikasi bahwa pemilik sering berada di lahan
tersebut, maka pernyataan tersebut tidak konsisten, dan ketidaktahuan
tersebut sulit untuk diterima. Kedua, temuan penyidik mengenai kehati-
hatian pemilik.

Jika penyidik menemukan bahwa pemilik tidak pernah
memeriksa lahan selama masa pertumbuhan tanaman, hal ini menunjukkan
adanya kelalaian. Ketiga, durasi tanaman ganja tumbuh. Tanaman sudah
tumbuh selama 2 bulan, maka itu merupakan kelalaian yang sangat berat.
Keempat, apakah pemilik lahan telah melakukan upaya untuk memantau

kegiatan yang berlangsung di dalamnya.

24 Nano, Sahay, and Pramita, “Analisis Teoritis Dolus Dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan
Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana.”
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Jika pemilik tidak memasang CCTYV, tidak membayar penjaga,
atau tidak pernah hadir, ini menunjukkan kurangnya kehati-hatian.
Berdasarkan wawancara penyidik, jika fakta tersebut menunjukkan bahwa
pemilik lalai dalam melakukan pengawasan, maka syarat culpa lata telah
terpenuhi meskipun tidak terdapat niat untuk melakukan tindakan tersebut
secara sengaja.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, Pertama
keterangan saksi tentang perilaku pemilik lahan. Saksi mengatakan
pemilik sering memeriksa lahan dan memperhatikan, ini mendukung
ketidaktahuan yang tidak dapat dipersalahkan. Sebaliknya, jika saksi
mengatakan pemilik absen dari lahan selama berbulan-bulan, ini
menunjukkan  kelalaian. Kedua, keterangan tentang  aktivitas
mencurigakan di lahan.

Jika saksi mengetahui ada orang asing sering masuk ke lahan atau
ada aktivitas menanam yang mencurigakan, pemilik seharusnya patut
menyangka. Ketiga, durasi tanaman terlihat oleh masyarakat. Saksi
mengatakan tanaman tidak terlihat oleh warga sekitar dikarenakan tempat
menanam berada di pekarangan belakang rumah SA dengan struktur tanah
terasering dan diletakkan di karung berbentuk polybag.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat konflik dasar

antara prinsip geen straf zonder schuld atau tanpa pidana tanpa kesalahan
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dengan kebutuhan untuk menegakkan hukum narkotika secara preventif
dan sangat ketat. Asas tidak menyalahkan orang tanpa kesalahan
merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa seseorang tidak boleh
dikenai hukuman pidana jika tidak melakukan kesalahan secara hukum
atau moral dalam melakukan tindakan yang dilarang. Asas ini berasal dari
keyakinan bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki rasa moral dan
kemampuan  berpikir hanya dapat dipertanggungjawabkan atas
tindakannya jika tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan dengan
kehendak bebas. Oleh karenanya, hukuman hanya dapat diberikan jika
terdapat unsur tindakan yang melanggar hukum serta niat yang bersalah
atau yang disebut sebagai mens rea.

Tanpa dasar ini, hukum pidana akan kehilangan unsur keadilan
karena seseorang dapat dikenai hukuman hanya karena hasil tindakannya,
tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja,
kelalaian, atau kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebaliknya, dalam
penerapan hukum narkotika di Indonesia, fokus utama adalah pada
pencegahan serta upaya eradikasi peredaran dan penggunaan narkotika,
yang terkait erat dengan penerapan hukuman yang sangat ketat. Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung prinsip
atau asas strict liability, yang berarti seseorang dianggap bertanggung

jawab secara hukum tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan dalam
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proses pemberian hukuman pidana. Asas tanggung jawab strict liability ini
memungkinkan pihak penegak hukum untuk melakukan penuntutan
terhadap pelaku tindak pidana narkotika tanpa harus membuktikan adanya
unsur kesalahan secara rinci, sehingga sangat efektif dalam upaya
pencegahan, namun memiliki potensi untuk mengabaikan prinsip keadilan
individu.”®

Tegangan antara kedua kepentingan ini muncul karena prinsip
"geen straf zonder schuld" yang memposisikan kesalahan sebagai dasar
untuk memberikan hukuman pidana, serta berperan sebagai batas etis dan
filosofis dalam proses penegakan hukum pidana. Sementara itu,
penegakan hukum terhadap narkotika yang bersifat preventif dan sangat
ketat cenderung lebih menekankan tujuan pemberian hukuman untuk
mencegah peredaran narkotika, tanpa selalu memastikan bahwa kesalahan
secara pasti terbukti. Dalam praktiknya, tegangan ini terlihat dalam Pasal
112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang
mengatur mengenai tindak pidana memiliki, menyimpan, dan/atau
menguasai narkotika.”® Penelitian menunjukkan bahwa cara menentukan
kesalahan seseorang dalam kasus ini adalah dengan membuktikan unsur

pertanggungjawaban pidana, apakah tindakan tersebut dilakukan secara

25 Aminullah, Sakti. 2021. “Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Narkotika”. Jurist-Diction 1
(2):723-37. https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11021.
26 Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
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sengaja atau karena kelalaian.

Namun dalam praktik persidangan perkara pidana berdasarkan
dakwaan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009,
terdapat Jaksa dan Hakim yang membuktikan unsur pertanggungjawaban
pidana yang mencakup unsur kesalahan, tetapi sebagian besar Jaksa dan
Hakim tidak membuktikan unsur pertanggungjawaban pidana tersebut
secara merata. Dalam mengimbangi dua aspek tersebut, hakim dan
penyidik menerapkan berbagai mekanisme agar tetap dapat menjaga
keadilan bagi individu tertentu tanpa mengorbankan tujuan pencegahan
dalam penerapan hukum narkotika. Pertama, penyidik harus mengevaluasi
apakah akibat yang terjadi berasal dari sikap kurang hati-hati atau
pengabaian kewajiban hukum oleh pelaku, sehingga meskipun prinsip
tanggung jawab ketat berlaku, penyidik tetap perlu mencari bukti
mengenai adanya kelalaian atau kesalahan. Kedua, hakim dalam meninjau
perkara narkotika tetap memperhatikan sikap batin atau niat pelaku,
meskipun tuntutan menggunakan pasal yang berlaku dengan tanggung
jawab ketat, sehingga hakim tidak langsung memberikan hukuman tanpa
mengevaluasi apakah pelaku bertindak secara sengaja atau mungkin lalai.

Ketiga, hakim dapat menggunakan Pasal 191 ayat (2) Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk memberikan putusan yang

mengeluarkan seseorang dari segala tuntutan hukum, jika perbuatan
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tersebut terbukti tetapi tidak dianggap sebagai tindak pidana karena tidak
terdapat kesalahan, sehingga tetap mempertahankan prinsip geen straf
zonder schuld. Hakim juga menerapkan prinsip proporsionalitas dalam
memberikan hukuman terhadap kasus narkotika, di mana hukuman tidak
hanya bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan tertentu
yang berguna, seperti pencegahan umum dan pencegahan khusus.>’ Dalam
kasus di mana pemilik lahan berdalih karena tidak mengetahui sesuatu,
hakim akan mengevaluasi apakah ketidaktahuan tersebut dapat dianggap
sebagai ketidakmengetahuan faktual yang tidak bisa disalahkan atau
merupakan kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika hakim
menemukan bahwa pemilik lahan sudah berusaha dengan hati-hati secara
wajar dan tidak dapat dibuktikan bahwa ia tahu akan adanya perbuatan
tersebut, maka hakim dapat mengeluarkan putusan yang membebaskan
meskipun perbuatan tersebut terbukti terjadi. Namun, jika hakim
menemukan kelalaian yang sangat serius, seperti tidak pernah memeriksa
lahan selama berbulan-bulan, maka hakim dapat memberikan hukuman
dengan mempertimbangkan adanya culpa lata, meskipun tidak ada niat
untuk melakukan kejahatan secara langsung.

Secara umum, keseimbangan antara prinsip dasar hukum yang

" Hendi Setiawan et al., “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap
Pelaku Peredaran Narkotika ( Analisis Putusan Nomor : 669 / Pid . Sus / 2018 / PN . Btm )” 2, no.
669 (2021): 264-75.
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menekankan tanggung jawab individu dan kebutuhan hukum yang bersifat
pencegahan serta sangat ketat dalam menangani narkotika dilakukan
melalui mekanisme pembuktian unsur kesalahan oleh penyidik dan hakim,
penerapan prinsip proporsionalitas dalam memberikan hukuman,
penggunaan putusan bebas bersalah dalam kasus yang tidak ditemukan
unsur kesalahan, serta sikap hati-hati dari pihak penegak hukum dalam
mencegah penyalahgunaan wewenang. Meskipun prinsip strict liability
dalam Undang-Undang Narkotika memungkinkan hukuman diberikan
tanpa harus membuktikan adanya kesalahan dari pelaku, dalam praktiknya
pengadilan di Indonesia masih berupaya mempertahankan prinsip keadilan
individual dengan membuktikan adanya niat jahat atau kelalaian pelaku,
sehingga dapat menyeimbangkan kedua aspek tersebut tanpa mengabaikan
salah satu pihak secara berlebihan.

Dalam sistem hukum pidana narkotika di Indonesia, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mencakup
pelaku yang secara langsung terlibat dalam menanam, menyimpan, atau
mengedarkan narkotika, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang
memberikan kontribusi dalam terjadinya tindak pidana tersebut, termasuk
pemilik lahan. Ketentuan ini berlandaskan pemahaman bahwa tindak
pidana narkotika sering kali memerlukan dukungan sarana dan prasarana

fisik, salah satunya berupa lahan, untuk dapat dijalankan. Jika seorang
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pemilik tanah mengetahui bahwa tanahnya digunakan untuk kegiatan yang
terkait dengan narkotika namun tetap membiarkan hal tersebut terjadi, atau
bahkan secara aktif menyediakan tanahnya sebagai sarana untuk
dilakukannya kejahatan tersebut, maka tindakannya dapat diklasifikasikan
sebagai bagian dari keikutsertaan dalam tindak pidana, baik melalui
bentuk penyertaan (deelneming) maupun sebagai pemberi fasilitas yang
memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut.

Konsekuensi hukum atas tindakan tersebut diatur dengan jelas

dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang ini, yang menentukan hukuman

pidana bagi siapa pun yang secara tidak sah dan melanggar hukum
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan
I, termasuk tanaman ganja.”® Sanksi yang diancam tergolong berat, berupa

hukuman penjara dengan batas bawah empat tahun dan batas atas lima

belas tahun, serta denda yang jumlahnya cukup besar, yaitu minimal
delapan ratus juta rupiah dan maksimal sepuluh miliar rupiah. Beratnya
ancaman hukuman yang diancamkan menunjukkan komitmen pemerintah
dalam menangani kasus narkotika secara serius, serta memberi peringatan
@ bahwa terlibat dalam kejahatan tersebut, baik secara langsung maupun

dengan cara mendukung seperti menyediakan lahan, tetap akan diadili

@ 28 Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
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secara hukum dengan sama pentingnya seperti pelaku utama tindak pidana
tersebut.’ Putusan Hakim pada sidang pertengahan Februari 2026,
memutuskan bahwa terdakwa Saiful Anwar menjalani 9 tahun kurungan
penjara dan denda Rp 1.000.000.000 (satu miliar) dengan batas waktu 1
bulan, jika tidak terbayar dalam kurun waktu tersebut akan menambah 160

hari waktu kurungan.

29 https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-penanaman-lahan-ganja--rehabilitasi-
atau-pemulihan-ckologis-1t686b88382b7f3/ diakses pada tanggal 18 Juni 2026 Pukul 13.39
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BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum terhadap fakta-fakta yang terjadi di
Desa Krisik, Kabupaten Blitar, sikap tidak aktif, tidak mengambil
tindakan, atau kelalaian yang dilakukan oleh pemilik tanah tidak bisa
langsung dianggap sebagai bagian dari perbuatan bersama dalam
melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 55
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pokok hukum pidana, unsur
mede plegen mengharuskan adanya kerja sama yang dilakukan secara
sadar dan pelaksanaan tindakan secara fisik bersama guna menciptakan
tindak pidana tersebut secara aktif. Pemilik lahan yang hanya bersifat pasif
atau tidak hadir di lokasi saat proses penanaman dilakukan tidak
memenuhi unsur kumulatif tersebut. Namun, jika terdapat bukti bahwa
sikap pasif tersebut dilakukan secara sengaja dengan maksud memberikan
kesempatan, sarana, atau kemudahan kepada pelaku utama, maka tindakan
pemilik tanah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pembantu
(medeplichtigheid) sesuai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Jika tidak terbukti secara jelas adanya unsur kesengajaan atau
hubungan sebab-akibat antara tingkah laku pembiaran dengan tindak
pidana tersebut, maka berdasarkan prinsip hukum bahwa tidak ada pidana
tanpa kesalahan, pemilik lahan tidak dapat dikenai tuntutan pidana hanya
karena status kepemilikan tanahnya.

Pengakuan bahwa pemilik lahan tidak mengetahui adanya
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tanaman ganja di atas tanahnya merupakan pertahanan yang menyerang
pada unsur sikap batin atau kesalahan (mens rea). Berdasarkan Pasal 111
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika Act No. 35 of 2009, terdapat
unsur objektif yang luas, seperti perbuatan "menguasai" atau
"menyediakan". Dalam penerapan hukum narkotika, kepemilikan lahan
umumnya dianggap secara otomatis berada pada pemilik lahan tersebut
sebagai bentuk tanggung jawab ketat yang tidak langsung. Meskipun
demikian, mengatakan "tidak tahu" tidak secara otomatis menghilangkan
tanggung jawab hukum pemilik lahan. Pemilik lahan memiliki kewajiban
secara hukum untuk menjaga dan mengawasi propertinya secara wajar.
Jika ketidaktahuan tersebut muncul dari kelalaian yang berat (culpa lata)
atau pengabaian yang sengaja, di mana pemilik tanah secara sadar tidak
pernah melakukan pemeriksaan terhadap lahannya, maka kelalaian
tersebut tetap dapat dijadikan dasar untuk memenuhi unsur kesalahan
dalam tindak pidana. Penyidik akan memeriksa fakta-fakta objektif seperti
tingkat kunjungan, interaksi dengan pelaku, serta aliran dana untuk
membuktikan ketidaktahuan yang disampaikan.
5.2 Saran

Aparat penegak hukum, khususnya Unit Satuan Reserse Narkoba
Polres Blitar Kota, dianjurkan untuk tidak terburu-buru menetapkan
seseorang sebagai tersangka penyertaan (mede plegen) hanya berdasarkan
asas praduga penguasaan fisik terhadap tanah. Penyidik perlu lebih maju

dan teliti dalam memulihkan fakta-fakta yang terjadi agar dapat
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membuktikan unsur sikap batin, baik berupa kesengajaan maupun
kelalaian. Pembuktian harus didasarkan pada indikator yang dapat diukur,
seperti pelacakan aliran dana untuk melihat apakah terdapat kompensasi
ekonomi, pemeriksaan riwayat komunikasi digital secara forensik, serta
pengujian seberapa intensif pemilik hadir di lokasi lahan. Hal ini penting
agar penerapan kebijakan zero tolerance terhadap narkotika tetap sejalan
dengan prinsip legalitas dan prinsip kesalahan, sehingga mencegah
terjadinya kriminalisasi yang tidak adil terhadap pemilik lahan yang
sebenarnya menjadi korban dari penanaman narkotika yang dilakukan
pihak lain.

Bagi masyarakat umum, terutama para pemilik lahan di daerah
pedesaan terpencil seperti Desa Krisik, Kabupaten Blitar, dianjurkan untuk
lebih meningkatkan kewaspadaan dan menjalankan tanggung jawab
pengawasan secara aktif terhadap aset tanah yang dimilikinya. Pemilik
lahan tidak boleh bersikap lalai atau tidak aktif, terutama bila tanahnya
disewakan atau dikelola oleh pihak lain, karena ketidaktepatan dalam
mengawasi penggunaan lahan dapat berdampak pada tanggung jawab
hukum pidana. Di sisi lain, bagi para pembentuk undang-undang,
dianjurkan untuk menyusun formulasi norma yang lebih jelas dalam revisi
Undang-Undang Narkotika yang akan datang. Diperlukan adanya
penjelasan yang jelas mengenai seberapa jauh prinsip tanggung jawab
mutlak dapat diberlakukan kepada pemilik tempat kejadian perkara, serta

alternatif sanksi seperti pembebanan biaya rehabilitasi korban narkotika
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kepada pemilik lahan yang terbukti tidak menjaga dan membiarkan

tanahnya digunakan sebagai sarana produksi narkoba.
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang menghadapi situasi darurat narkotika, di mana
penyebaran dan penggunaan zat adiktif telah mencapai tingkat yang sangat
mengkhawatirkan dan membahayakan stabilitas negara serta kesehatan masyarakat.
Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja diklasifikasikan
sebagai narkotika Kelas I, menjadikannya salah satu jenis narkoba yang paling
populer dan tersebar luas., yang berarti semua bentuk aktivitas terkait penggunaan,
pemilikan, penyebaran, atau budidaya ganja dianggap sebagai tindak pidana yang
berat dan akan dikenai hukuman yang tegas. Penemuan wilayah pertanian ganja,
terutama di daerah terpencil atau perkebunan yang jarang dijangkau, menjadi bukti
bahwa sindikat narkotika terus berusaha mencari celah untuk menghasilkan barang
ilegal tersebut di dalam negeri.

Tiga jenis tumbuhan adalah sumber narkoba: opium, ganja, dan kokain.
Kecanduan narkoba adalah ketika seseorang merasa terdorong untuk menggunakan
obat terlarang secara berulang atau terus-menerus..! Jika tidak mengonsumsinya,
orang tersebut akan merasa sakit atau tidak nyaman, bahkan bisa merasa sakit di
dalam tubuh. Narkoba adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan penurunan
kesadaran, gangguan penglihatan, dan peningkatan sensitivitas, baik itu alami,
sintetis, atau semi-sintetis. Pasal 1 Ayat (1) UU Narkotika mendefinisikan narkoba

sebagai zat nabati atau sintetis yang memiliki efek halusinogen, menurunkan

! Mahmudi, A., & Silviana, V. (2021). Eks Psikotik di Puskesmas Licin (Studi Tentang Faktor-Faktor
Penyebab Eks Psikotik di Puskesmas Licin). JKaKa: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam, 1(1),
8249}
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kesadaran, dan menyebabkan kecanduan. Sudah pasti bahwa berbagai bahan dalam
obat dapat membahayakan kesehatan jika disalahgunakan. Narkotika Act No. 35 of
2009.
1. Narkotika Golongan I
Penggunaan bahan seperti ganja, opium, dan kokain sangat berbahaya
karena risiko kecanduan yang tinggi.
2. Narkotika Golongan II
Dapat bisa digunakan untuk pengobatan dengan resep dokter. Terdapat
sekitar 85 jenis dalam kategori ini, antara lain morfin, alfaprodina,
dan lainnya. Selain itu, kelompok ini rentan terhadap kecanduan.
3. Narkotika Golongan III
Obat-obatan ini sering digunakan sebagai terapi dan pengobatan medis
karena tidak menimbulkan risiko kecanduan yang tinggi. Seperti yang
disebutkan sebelumnya, beberapa obat berasal dari alam, sedangkan
yang lain dibuat menggunakan proses kimia.
Jenis obat termasuk, berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuatnya::
1. Narkotika Jenis Sintetis
Obat jenis ini diperoleh melalui proses pembuatan yang rumit.
Digunakan secara umum untuk tujuan medis dan penelitian.
Amfetamin, metadon, deksametason, dan lainnya adalah beberapa
contoh obat sintetis.
2. Narkotika Jenis Semi Sintetis

Narkotika jenis ini dibuat dari bahan alami yang kemudian dipisahkan
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melalui proses ekstraksi atau cara lainnya. Morfin, heroin, kodein, dan
sebagainya adalah contohnya..
3. Narkotika Jenis Alami
Obat-obatan alami, seperti ganja dan kokain, dapat digunakan segera
setelah proses minimal. Komponen zat-zat ini masih sangat ampuh,
sehingga tidak boleh digunakan sebagai obat. Jenis obat-obatan ini
sangat berbahaya dan dapat membahayakan kesehatan jika digunakan
secara tidak tepat.. Dampak fatal yang bisa terjadi antara lain
kematian.
Narkoba adalah zat yang berasal dari tumbuhan atau bahan kimia
sintetis dan semi-sintetis yang dapat mengurangi kesadaran, meredakan atau

bahkan menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan kecanduan.?

2 Daeng, M. Y., & Yusuf, M. F. D. (2021). Legal Protection for Children Victims of Narcotics
Abuse in Riau Province. International Journal of Law and Public Policy, 3(2), 100-106.
https://doi.org/https://doi.org/10.36079/lamintang ijlapp-0302.265

Z'v_.]turnitin Page 18 of 117 - Integrity Submission Submission D trn-oid::3117:605234505




5f7b7f09ad2f4ce5a78cd733eccb27dedf63cbb8.jpg
?Jturnitin Page 19 of 117 - Integrity Submission Submission D trioidsi3117:605234505

Di Indonesia, jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan
adalah daun ganja, Ini termasuk dalam Kelas I obat berbasis tumbuhan,
bersama dengan metamfetamin, juga dikenal sebagai "sabu", yang
merupakan obat kimia sintetis dan semi-sintetis Kelas L.

Penyebaran narkoba dan efeknya telah menjadi fokus utama
perhatian. Karena mudahnya mendapatkan zat-zat berbahaya ini,
penggunaannya semakin meningkat. Jika mencoba zat-zat ini, siapa pun
dapat menjadi kecanduan. Meskipun beberapa obat diizinkan untuk
digunakan untuk tujuan terapeutik, harus dilakukan di bawah pengawasan
medis yang ketat. Ada beberapa bahaya yang ditimbulkan oleh
penggunaan narkoba terhadap kesehatan dan kehidupan manusia,
termasuk::

1. Dehidrasi
Penggunaan narkoba Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan
elektrolit dalam tubuh, yang dapat menyebabkan tubuh kekurangan
cairan. Jika efek dehidrasi ini bertahan lama, Hal ini dapat
menyebabkan kejang, halusinasi, peningkatan agresi, dan sesak dada,
serta kerusakan otak dalam jangka panjang..

2. Halusinasi
Pengguna narkoba seperti ganja sering mengalami halusinasi, yang juga

dapat menyebabkan overdosis.,

3 Andrew Law et al., “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Dan Psikotropika” 1 (2022): 22-28.
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Hal ini dapat menyebabkan mual, rasa takut yang berlebihan, dan
gangguan kecemasan. Efek ini dapat memburuk jika digunakan terus-
menerus, dan dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan
masalah kesehatan mental yang lebih serius seperti depresi, kecemasan,
dan gangguan kesehatan mental.

3. Penurunan Tingkat Kesadaran
Orang Orang yang mengambil terlalu banyak obat akan mengalami efek
samping yang sangat relaksasi, yang dapat menyebabkan penurunan
kesadaran yang signifikan. Dalam beberapa kasus, ini dapat
menyebabkan seseorang tertidur dalam waktu yang lama dan tidak
dapat bangun. Kesadaran yang hilang dapat menyebabkan gangguan
koordinasi motorik, kebingungan, dan perubahan perilaku. Kehilangan
ingatan adalah salah satu efek paling serius dari penyalahgunaan
narkoba, yang membuat sulit untuk mengenali lingkungan sekitar.

4. Kematian
Overdosis narkoba memiliki efek paling berbahaya. Kejang, yang dapat
fatal jika tidak ditangani segera, dapat disebabkan oleh penggunaan
metamfetamin, opiat, atau kokain. Jika seseorang terjerumus ke dalam
perangkap kecanduan narkoba, nyawa mereka bisa terancam.

5. Gangguan Kualitas Hidup
Bahaya narkoba tidak hanya terbatas pada merusak kesehatan fisik;
narkoba juga memengaruhi kualitas hidup.  Misalnya, kesulitan

berkonsentrasi di tempat kerja, masalah keuangan, dan bahkan berurusan
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dengan polisi jika terbukti melanggar hukum.*

Berbeda dengan Indonesia, Belanda telah melegalkan penggunaan
dan penjualan ganja. Namun, ganja dibatasi dalam jumlah tertentu dan hanya
boleh dikonsumsi secara pribadi. Peraturan mengenai penggunaan ganja di
Belanda memberlakukan beberapa batasan, seperti usia minimal 17 tahun dan
batas pembelian maksimal 5 gram. Sejak tahun 1970, pemerintah Belanda
telah mempertahankan kebijakan toleransi terhadap penggunaan ganja. Ganja
medis adalah alternatif penting untuk pengobatan kondisi medis tertentu yang
sulit diobati. Senyawa aktif yang ditemukan dalam ganja, terutama
tetrahidrokanabinol (THC) dan kanabidiol (CBD), telah ditunjukkan untuk
meredakan nyeri jangka panjang, mengontrol kejang epilepsi, dan
mengurangi mual yang disebabkan oleh kemoterapi. Ganja medis juga dapat
membantu mengurangi ketergantungan pada obat opioid, yang memiliki lebih
banyak risiko dan efek samping..

Ganja adalah salah satu jenis narkoba. Penggunaan ganja sudah ada
sejak lama, bahkan tercatat dalam kitab-kitab pengobatan dari berbagai
negara seperti Tiongkok, India, hingga Mesopotamia. Dalam catatan-catatan
tersebut, ganja tidak hanya digunakan sebagai obat, tetapi juga sebagai bahan
makanan dan bahan untuk ritual. Menurut artikel American Herbal
Pharmacopoeia, ganja atau disebut juga mariyuana memiliki nama latin
Cannabis sativa dengan sub spesies Cannabis sativa dan Cannabis Indica.

Cannabis mengandung ratusan senyawa kimia, termasuk sekitar 104

4 Bahaya Narkoba and d a n Strategi, “Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya™ 1, no. 2
(2021): 62-68.
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cannabinoid yang diketahui.  Tubuh manusia dapat secara alami
memproduksi cannabinoid ini. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur
gerakan tubuh, nafsu makan, konsentrasi, dan persepsi sensorik, serta untuk
mengendalikan rasa sakit. Selain itu, senyawa lain, seperti terpenoid,
flavonoid, senyawa nitrogen, dan molekul umum yang ditemukan dalam
tanaman ganja, juga telah diidentifikasi.<sup>6</sup> Cannabis dapat
digunakan secara medis, misalnya, untuk mengobati rasa sakit yang
disebabkan oleh opioid dan obat-obatan dosis tinggi dan berbahaya lainnya.
Beberapa negara menggunakan istilah "ganja medis" untuk merujuk pada
penggunaan ganja sebagai antidepresan, antikonvulsan, antikecemasan, dan
antiemetik.

Di Indonesia, ganja dianggap sebagai narkotika yang dilarang. Hal ini
diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 143: Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5062 Tahun 2009) tentang Narkotika. Pasal 111, Ayat (1): Siapa pun yang
menanam, membudidayakan, memiliki, menyimpan, mengorganisir, atau memasok
narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin atau melanggar hukum akan
dihukum dengan penjara minimal 4 tahun dan denda minimal 800.000.000,00

Rupiah).
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seseorang melakukan perbuatan yang sama, tetapi dalam jumlah yang lebih besar,

° @ yaitu melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 pohon, dikenakan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun ditambah denda sebanyak denda
sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).) bagian.’ Salah
satu kasus menonjol yang menarik perhatian publik terjadi di Desa Krisik,
Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, di mana aparat penegak hukum
berhasil menemukan ladang ganja yang ditanam secara terselubung di sela-
sela tanaman perkebunan milik warga. Modus operandi penanaman yang
memanfaatkan lahan perkebunan biasa ini seringkali menyulitkan deteksi dini
oleh pihak berwenang.

Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Narkotika dan/atau
“setiap orang yang secara melawan hukum atau melanggar hukum menanam,
memelihara, menyimpan, mengeksploitasi, atau menyediakan narkotika
golongan I berupa tanaman dengan berat lebih dari 1 gram atau lebih dari 5
pohon,” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Narkotika, terdakwa:

5 Robin Apolonius Salem and Rona Indara, “Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengembangan Dan
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika,” no. 1 (2023): 289-302.
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Siful Anwar alias “Ibol” anak almarhum Imam Sutombo Nomor Identitas:
35072608870005 Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia Jenis
Kelamin: Laki-laki Usia: 38 tahun Tempat/Tanggal Lahir: Malang, 8 Agustus
1987 Pekerjaan: Sektor Swasta/Pedagang Agama: Islam Tingkat Pendidikan
Tertinggi: SMP Alamat: Desa Tertomoyo RT 04 RW 01 Desa Kresik
Kabupaten Gandusari Kabupaten Blitar. Kasus di Desa Krisik tersebut
memunculkan persoalan hukum yang kompleks terkait
pertanggungjawaban pidana. Dalam banyak kasus penemuan ladang ganja,
tantangan utama penegak hukum adalah menentukan siapa yang bertanggung
jawab secara pidana, terutama jika pelaku utama penanaman tidak tertangkap
di lokasi kejadian.

Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai posisi hukum
pemilik lahan tempat tanaman ganja ditemukan. Berdasarkan prinsip hukum
pidana, seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur
kesalahan (mens rea) dan tindakan yang melanggar hukum (actus reus).
Untuk memberikan rasa pasti hukum dan batasan yang jelas mengenai
tanggung jawab pidana pemilik lahan dalam kasus penanaman ganja di Desa
Krisik, diperlukan analisis yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian
dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK LAHAN
DALAM KASUS PENEMUAN LADANG GANJA DI DESA KRISIK

KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR" sangat relevan dan
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penting untuk dilakukan penelitian.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi di atas, rumusan masalah tesis ini adalah
sebagai berikut: adalah:

1. Apakah pembiaran atau kelalaian pemilik lahan untuk mengawasi
lahannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana turut serta atau
membantu tindak pidana narkotika?

2. Apakah pemilik lahan dapat dipersalahkan jika ia mengaku tidak
mengetahui atau tidak terlibat langsung dalam aktivitas penanaman
ganja di lahannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemilik lahan dapat dipersalahkan jika ia mengaku
tidak mengetahui atau tidak terlibat langsung dalam aktivitas
penanaman ganja di lahannya.

2. Untuk mengetahui pembiaran atau kelalaian pemilik lahan untuk
mengawasi lahannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana turut

serta atau membantu tindak pidana narkotika.
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1.4 Manfaat Penelitian
Penulis berharap mendapatkan manfaat teoritis dan praktis dari
penulisan disertasi ini.:
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan,
khususnya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang
diangkat dalam rumusan permasalahan di atas
b. Untuk memperkaya pengetahuan dengan tujuan mengembangkan
bidang ilmu hukum secara umum, dan bidang hukum pidana serta
hukum narkoba secara khusus.
2. Manfaat Praktis
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada para
praktisi, mahasiswa, dan masyarakat umum mengenai faktor-faktor yang
memengaruhi  pertimbangan  otoritas  yang  berwenang  ketika
mengeluarkan putusan atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana

narkoba.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana
2.1.1 Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Dalam hukum pidana Belanda, pertanggungjawaban
pidana dikenal dengan istilah “rekenbaarheid”, sedangkan dalam hukum
pidana Inggris dikenal dengan “criminal liability” atau “tanggung jawab
pidana”. Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan dimana seseorang
melakukan perbuatan yang melanggar suatu larangan atau menimbulkan
keadaan terlarang yang diancam dengan pidana. Oleh karena itu,
pertanggungjawaban pidana berarti bahwa pelaku menerima hukuman
yang ditetapkan untuk pelanggaran tersebut. Tanggung jawab pidana
terkait dengan prinsip mendasar yang mengatur pertanggungjawaban
seseorang yang melakukan kejahatan, prinsip "tidak ada kejahatan tanpa
kesalahan", dan tidak dapat dipisahkan dari elemen "kesalahan".
Dengan adanya dakwaan objektif atas Suatu tindak pidana, menurut
ketentuan hukum yang berlaku, adalah dakwaan subjektif yang diajukan
terhadap pelaku yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam
KUHP untuk dihukum atas perbuatannya. Tanggung jawab pidana, di sisi

lain, mengacu pada penerapan hukuman objektif atas suatu kejahatan

@@ sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap tindakan tanpa izin yang
secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan narkotika dianggap

sebagai tindak pidana narkotika. [1] Prinsip tanggung jawab pidana dalam
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KUHP mengarahkan negara.

[1] Hakim S. H. D. Lockman, "Buku Teks tentang Prinsip-Prinsip Hukum
Pidana", diterbitkan pada tahun 2020, seperti dalam bentuk perampasan
hak dan pembayaran denda. Dengan demikian, korban tidak menerima
pertanggungjawaban secara langsung atau merasakan dampaknya secara
langsung dari tindakan tersebut.

Dalam hukum Indonesia saat ini, pelaku kejahatan terhadap
korbannya tidak dikriminalisasi secara langsung. Namun, konsep hukum
Islam tentang gisas (pembalasan) dan uang darah (diya) dapat berfungsi
sebagai pengganti sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal kejahatan
narkoba. Pengedar narkoba dapat dimintai pertanggungjawaban untuk
biaya perawatan korban yang telah meninggal dunia. Pengedar narkoba
akan dihukum selain tanggung jawab pidana kepada negara dengan
menanggung seluruh biaya rehabilitasi korban, yang mencakup semua
biaya yang ditentukan oleh pengadilan selama masa rehabilitasi. Tanggung
jawab pidana pengedar narkoba di masa depan akan meluas melampaui
hukuman penjara dan denda hingga mencakup membayar seluruh biaya
rehabilitasi korban.®
2.1.2 Konsep Dasar Pertanggungjawaban Pidana

1. Actuc Reus (Perbuatan Jahat)

© Farid Iskandar, “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban
Penyalahgunaan Narkotika,” Hukum, Magister Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah 2,
no. 2 (2021): 96-116, https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989.
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Actus reus, yang berasal dari bahasa Latin untuk "perbuatan
bersalah", adalah bagian penting dalam hukum pidana. Istilah ini merujuk
pada tindakan fisik, perilaku, atau kelalaian yang membentuk suatu
tindakan pidana. Actus reus merupakan salah satu dari dua elemen utama
yang diperlukan agar seseorang dapat dikenai hukuman pidana, yang
lainnya adalah mens rea, atau niat jahat. Tanpa adanya actus reus, tidak
dapat dikatakan telah terjadi kejahatan, meskipun seseorang memiliki niat
jahat.

Actus reus berarti suatu perbuatan fisik yang melanggar hukum,
seperti tindakan aktif misalnya mencuri, memukul, atau membunuh, serta
kelalaian ketika hukum menuntut seseorang untuk bertindak. Ada unsur
perbuatan “mengambil sesuatu” dalam pencurian, menurut Pasal 362
KUHP.. Tanpa adanya perbuatan nyata tersebut, tindak pidana pencurian
tidak dapat dianggap terjadi, meskipun seseorang mungkin sudah

memiliki niat jahat.
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2.1.3 Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Adapun beberapa unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:
a. Kecakapan untuk bertanggung jawab.

b. Kesalahan, baik berupa dolus maupun culpa.

Dalam penyusunan suatu tindak pidana, terdapat perbedaan
antara delik sengaja (dolus/opzet) dan delik alpa (culpalschuld). Dalam hal
ini, ancaman hukuman yang diberikan untuk tindak pidana sengaja selalu
lebih berat dibandingkan dengan ancaman hukuman yang diberikan untuk
tindak pidana lalai. Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan
(dolus) memiliki beberapa jenis, antara lain:

1. Niat deterministik adalah niat yang ditujukan pada objek tertentu.

2. Niat indeterminatif adalah niat yang mengacu pada apa pun, bukan
hanya pada objek tertentu.

3. Niat alternatif adalah niat yang mengarah pada pilihan; dengan kata
lain, memilih antara dua hal.

4. Niat yang diarahkan pada kelompok umum disebut niat umum.

Misalnya, melempar bom ke pusat pasar.
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5. Weberse Dolus Generalis adalah Suatu tindakan yang disengaja yang
dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi beberapa tindakan
dilakukan untuk mencapainya..

6. Istilah "indericktus" berarti keinginan untuk melakukan sesuatu yang
akan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan atau tidak dapat
diterima bagi orang yang melakukannya.

7. Dolus Premiditatus adalah kesengajaan yang telah direncanakan
sebelumnya (met voorbedachte raad). Misalnya Pasal 340 KUHP
tentang tindak pembunuhan berencana (moord).

8. Dolus Repentinus/Dolus Impetus adalah kesengajaan yang muncul
secara spontan. Misal Pasal 338 KUHP tentang tindak pembunuhan
biasa (doodslag).

9. Dolus Formel adalah niat yang diarahkan langsung pada tindakan
tertentu. Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian adalah
contohnya.

10. Dolus Masonik adalah niat yang diarahkan pada suatu hasil atau
keadaan tertentu. Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan
adalah salah satu contohnya..

Pengertian Kesalahan (Schuld) secara hukum terdiri dari:

1. Kesalahan dalam arti etis sosial (schuld in social ethische), Ini
menunjukkan bahwa individu yang melakukan suatu tindakan berada
dalam hubungan internal, baik tindakan itu sendiri maupun

konsekuensinya, sehingga individu tersebut dapat dimintai
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pertanggungjawaban atas tindakan tersebut atau konsekuensinya.
tersebut. Jenis kesalahan ini disebut "kesalahan luas" (schuld in ruime
zin). Selain itu, ada juga "kesalahan sempit" (schuld in enge zin), yang
merupakan bentuk kesalahan, yaitu kelalaian.

2. Dalam hukum pidana, kesalahan mencakup dua jenis kesalahan:
disengaja (dolus) dan lalai (culpa).

Menurut para ahli hukum, pengertian kesalahan adalah sebagai berikut:

1. Simons
Kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban, Hal ini ada di
dalam diri pelaku dan berkaitan dengan perilaku mereka yang dapat
dihukum. Berdasarkan kondisi psikologis ini, pelaku dapat dimintai
pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Ini harus terlebih dahulu
diselidiki dan diperiksa untuk menentukan apakah pelaku bersalah.:
a. Kemampuan untuk bertanggung jawab
b. Hubungan antara kejiwaan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan
c. Adanya dolus (niat) atau culpa (kelalaian)

2. Utrecht
Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana
(schuld in ruime zin) terdiri dari tiga aspek, yaitu:
a. Kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab

b. Suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya, yaitu:

1) Kelakuan yang disengaja (aspek sengaja), dan
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2) Kelakuan yang menunjukkan sikap kurang hati-hati (kealpaan)
atau schuld in enge zin.
c. Tidak  adanya  alasan  yang  dapat  menghilangkan
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
3. Roeslan Saleh dan Moeljatno
Unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut:
1.Kemampuan untuk bertanggung jawab
2.Adanya kesengajaan atau kealpaan
3.Tidak adanya alasan pemaaf.’

Tanggung jawab pidana dengan hukuman dimaksudkan untuk
menghentikan kejahatan lain dengan menerapkan undang-undang untuk
mempertahankan ketertiban masyarakat. Tujuan ini juga mencakup
penyelesaian konflik yang terjadi akibat tindak pidana, pemulihan stabilitas
dan keamanan, yang berdampak pada Mewujudkan rasa damai dalam
masyarakat. Lebih jauh lagi, tanggung jawab pidana juga mencakup
reintegrasi individu yang dihukum ke dalam masyarakat, yang berfungsi
sebagai pencegah terhadap tindakan negatif yang telah mereka lakukan.
Bagi narapidana yang telah direintegrasi, diharapkan mereka akan memiliki

kehidupan baru yang lebih baik daripada sebelumnya.

7 Kinaria Afriani Marsudi Utoyo, “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia,”
Jurnal Ilmu Hukum 7 (2020): 75-85.
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2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
2.2.1 Definisi Tindak Pidana

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang, dan siapa pun yang
melakukannya akan dihukum. Kejahatan dapat dikategorikan berdasarkan
berbagai kriteria, seperti sistem KUHP, cara penyusunan, jenis perbuatan
yang dilakukan, waktu terjadinya, perspektif pelaku, persyaratan untuk
mengajukan pengaduan dalam proses hukum, beratnya hukuman yang
diancamkan, kepentingan hukum yang dilindungi, dan jumlah kali perbua.

Selain itu, kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa
kategori: kejahatan serius, kejahatan ringan, kejahatan yang membutuhkan
pengaduan, dan kejahatan khusus. Orang yang melakukan tindakan kriminal
disebut pelaku. Seseorang harus bertanggung jawab secara hukum untuk
dianggap sebagai pelaku. Kejahatan dapat dikategorikan lagi menjadi
kategori berikut: pelanggaran berat, pelanggaran ringan, dan pelanggaran
khusus. Masing-masing kelompok memiliki fitur dan konsekuensi yang telah

ditetapkan.®

8 Andin Dwi Safitri, “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana,”
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro 14, no. 1 (2025).
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"Strafbaarfeit" adalah kata Belanda yang telah diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia dalam berbagai cara. Akibatnya, ada berbagai
pendapat di Indonesia tentang sinonim yang tepat untuk Strafbaarfeit,
seperti "tindakan kriminal", "peristiwa kriminal", "kejahatan", "tindakan
yang dapat dihukum”, dan sebagainya. Bahkan istilah yang sama tidak
selalu digunakan dalam undang-undang dan peraturan yang berbeda..

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 (Lembaran
Negara 2009, Nomor 143) disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dan
tetap berlaku.  Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang
Narkotika Nomor 22 Tahun 2007 (Lembaran Negara 2007, Nomor 67).
Menurut paragraf (e) pembukaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,
kejahatan narkoba telah menjadi masalah yang meluas di seluruh dunia,
dilakukan dengan cara yang sangat canggih dan didukung oleh banyak
organisasi. Kejahatan ini telah mengakibatkan banyak korban, khususnya
di kalangan pemuda negara, yang menimbulkan ancaman signifikan bagi
masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk memerangi dan memberantas
kejahatan narkoba secara efektif, Undang-Undang Narkotika Nomor 22
Tahun 2007 harus diganti karena sudah tidak sesuai dengan keadaan dan

perkembangan saat ini.
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Dalam konteks ini, Istilah “kejahatan” merujuk pada tindakan
hukum yang diambil terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun
2009, khususnya Pasal 114 Ayat 1, mengatur tentang tindak pidana terkait
narkotika dalam penelitian ini. Bunyinya: “Barangsiapa yang secara
melawan hukum atau melanggar hukum, menawarkan untuk menjual,
menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara penjualan,
pembelian, pertukaran, atau penyerahan narkotika Golongan I, akan
dihukum dengan penjara seumur hidup atau penjara dengan jangka waktu
tidak kurang dari lima (5) tahun dan tidak lebih dari dua puluh (20) tahun,
ditambah denda tidak kurang dari 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan tidak lebih dari 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkoba, tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba di Indonesia harus
memenuhi beberapa syarat penting agar dapat diklasifikasikan sebagai
ilegal.. Unsur-unsur tersebut mencakup subjek yang melakukan tindakan,
yaitu orang atau badan usaha, objek berupa narkotika golongan I, II, atau
III, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti
menanam, memelihara, memilikinya, menyimpannya, mengangkutnya,
mengedarkannya, atau menggunakan narkotika tanpa mendapatkan izin
dari pihak berwenang. Dalam berbagai kasus, niat (mens rea) dan

pengetahuan pelaku mengenai sifat narkotika memiliki peran penting,
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sebagaimana ditunjukkan dalam keputusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 123 K/Pid.Sus/2021yang menegaskan perlunya bukti

kesengajaan dalam menentukan tindakan pidana untuk menghindari

kesalahan pemahaman.

1 Delik

Istilah “kejahatan” dan “strafbaar feit” umumnya merujuk pada
suatu perbuatan yang dapat dihukum atau merupakan tindakan kriminal
karena melanggar hukum. Tidak ada definisi yang jelas mengenai

“strafbaar feit” dalam hukum pidana Indonesia. Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) mendefinisikan “kejahatan” sebagai suatu perbuatan

yang dapat dihukum karena merupakan pelanggaran hukum atau dapat

diartikan sebagai tindak pidana.
Dalam hukum pidana, jenis kejahatan yang paling umum adalah
formal dan substantif. Ini termasuk:

a. Kejahatan formal adalah kejahatan yang berfokus pada pelarangan
perbuatan tertentu. Pasal 362 KUHP adalah salah satu contohnya;

b. Kejahatan substantif adalah kejahatan yang berfokus pada mencegah
terjadinya Suatu hasil spesifik diperlukan. Jika hasil tersebut tidak
terjadi, perbuatan tersebut dianggap sebagai percobaan untuk
melakukan kejahatan. Contohnya adalah Pasal 378 KUHP mengenai
penipuan;

c. Kejahatan komisi adalah Pelanggaran terhadap larangan terjadi melalui

tindakan positif, baik formal maupun substantif. Pasal 362 KUHP yang
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berkaitan dengan pencurian adalah contohnya;

d. Kejahatan kelalaian adalah kejahatan yang mengatur perbuatan yang
disebabkan oleh kegagalan untuk melakukan sesuatu (perilaku pasif
atau tidak bertindak) atau mengabaikan sesuatu.Salah satu contohnya
adalah Pasal 531 KUHP, yang mengatur ketidakmampuan untuk
memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan;

e. Kejahatan komisi "per omissionem commissa" adalah pelanggaran
terhadap larangan terhadap apa yang dilakukan oleh diam-diam atau
tanpa tindakan. Pasal 340 KUHP yang mengatur pembunuhan
berencana adalah contohnya.;

f. Delik Aduan dan Delik Biasa.

Penuntutan berdasarkan pengaduan korban dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Delik Aduan Mutlak (absolut),
yaitu Suatu tindak pidana yang dapat dituntut apabila telah diajukan
pengaduan. Jika terdapat lebih dari satu pelaku, pengaduan harus
diajukan terhadap semua pelaku terlebih dahulu sebelum penuntutan
dapat dimulai. Contohnya terdapat dalam ketentuan Pasal 310 KUHP
mengenai pemalsuan.;

b. Delik Aduan Relatif,
yaitu Kejahatan yang penuntutannya tergantung pada kemauan korban.
Sebab, pelaku mempunyai hubungan dengan korban. Jika terdapat lebih

dari satu pelaku kejahatan, korban berhak memilih siapa saja pelaku
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yang akan diadukan.”

c. Kejahatan yang membutuhkan elemen kesengajaan disebut kejahatan
yang disengaja. Pasal 245 KUHP, misalnya, mengatur pemalsuan uang
dan uang kertas..

d. Menurut Pasal 203 KUHP, kejahatan yang diakibatkan oleh kelalaian
dianggap sebagai tindak pidana yang mengandung unsur kelalaian.
Artinya, kesalahan terjadi karena kelalaian seseorang, yang
menyebabkan suatu benda jatuh ke dalam sumur, pompa, atau sumber
air yang digunakan oleh umum, sehingga menimbulkan potensi bahaya
bagi jiwa dan kesehatan orang lain. Dalam hal ini, pelaku dapat dijatuhi
hukuman pidana berupa penjara, penahanan, atau denda.

e. Kejahatan tunggal adalah kejahatan yang hanya dilakukan sekali.

f. Pengulangan tindak pidana merupakan kejahatan jika perbuatan
tersebut dilakukan lebih dari sekali.

g. Kejahatan yang biasanya dilakukan tanpa unsur pemberat disebut
kejahatan sederhana. Pasal 362 KUHP, misalnya, mengatur pencurian..

Delik Berkualifikasi adalah tindak pidana sederhana yang
memiliki satu atau lebih kondisi Keadaan khusus dapat memperberat
hukuman atau menyebabkan konsekuensi khusus. Oleh karena itu,
tindakan ini dapat... Dalam kasus pencurian, Pasal 363 KUHP menetapkan

hukuman penjara hingga tujuh atau sembilan tahun, sedangkan Pasal 362

9 2023. Naibaho, Calvin Jordan., “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming
Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana,”
Jurnal llmiah Manazir 1, no. 1 (2023): 7.
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KUHP menetapkan hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun atau

denda tidak melebihi sembilan ratus rupee. Pelaku dihukum dengan

hukuman pidana yang lebih berat daripada yang ditetapkan untuk
pelanggaran pertamanya.

a. Kejahatan umum adalah kejahatan yang umumnya berlaku dan dapat
dilakukan oleh siapa saja..

b. Kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu disebut
kejahatan pribadi, seperti kejahatan yang hanya melibatkan anggota
militer.

c. Tindak pidana yang tercantum dalam Buku IIIl KUHP adalah perbuatan
yang dianggap kejahatan karena ditentukan oleh undang-undang.

2. Penyertaan/Deelneming Delicten

Sangat penting untuk menentukan tanggung jawab dan peran
setiap orang dalam kasus pidana di mana lebih dari satu orang terlibat.
tindak pidana dibagi berdasarkan sifatnya sebagai berikut:

1. Penyertaan Berdiri Sendiri: yaitu orang-orang yang secara langsung
melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing
individu dinilai secara terpisah berdasarkan perbuatan yang dilakukan
oleh dirinya sendiri;

2. Penyertaan Tidak Berdiri Sendiri: meliputi pembujuk, pembantu, serta
orang yang memerintahkan  pelaksanaan  tindak  pidana.
Pertanggungjawaban dari satu peserta tergantung pada perbuatan

peserta lainnya.
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Ada dua jenis partisipasi dalam KUHP, yaitu:

1. Para Pelaku (Mede Dader) sesuai dengan Pasal 55 KUHP, yang
mencakup:

a. Individu yang melakukan tindakan (plegen);

b. Individu yang menetapkan tindakan (doen plegen);

c. Individu yang berpartisipasi dalam aktivitas (mede plegen);

d. Orang yang dengan sengaja memicu atau mendorong tindakan.

2. Pembuat Pembantu (Mede Plichtigheid)

1. Pasal 56 KUHP berisi:

a. Seseorang yang dengan sengaja membantu orang lain selama
terjadinya kejahatan;

b. siapa pun yang memberikan kesempatan, alat, atau informasi untuk

tindak pidana terjadi sebelum tindak pidana tersebut dilakukan.
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2.3 Tinjauan Umum Tentang Narketika
2.3.1 Definisi Narkotika
Narkotika merujuk dalam Obat yang berasal dari bahan kimia
atau tumbuhan, yang dibuat secara sintetik atau semi sintetik. Zat-zat
tersebut mempunyai kemampuan mematikan kesadaran, menghilangkan
atau menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan kecanduan bila
digunakan. Sedangkan untuk obat psikiatri merupakan jenis obat yang bisa
alami atau sintetis, berbeda dengan obat-obatan. Fungsi utamanya adalah
mempengaruhi sistem saraf pusat, mengubah aktivitas mental dan perilaku
seseorang. Di satu sisi, narkotika dan psikotropika dapat digunakan sebagai
obat yang bermanfaat dalam proses terapeutik tertentu, dan diperbolehkan
dalam bidang medis. Namun di sisi lain, penggunaan kedua jenis bahan
tersebut harus mengikuti standar kesehatan yang berlaku dan mendapat izin
dari dokter atau tenaga medis yang kompeten.
Pengertian narkoba menurut beberapa ahli adalah :
a. Smith Kline dan French Clinical
Ketika obat dimasukkan ke dalam tubuh, mereka dapat memiliki efek tertentu
pada individu yang menggunakannya. Anestesi, pereda nyeri, peningkatan
energi, halusinasi, atau delusi adalah efek ini. Di bidang medis, sifat-sifat ini
sudah dikenal dan mapan, dan digunakan untuk tujuan terapeutik dan untuk
memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai bidang, seperti pembedahan
dan manajemen nyeri, antara lain.
b. Jackobus

Narkoba Merupakan zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau sumber
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lain, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menurunkan atau
mengubah  tingkat kesadaran, mengakibatkan hilangnya sensasi,
menghilangkan atau bahkan menghilangkan nyeri, dan juga dapat

menimbulkan kecanduan.

c. Kurniawan
Narkoba adalah bahan kimia yang dapat memengaruhi kesehatan
mental seseorang, seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku,
ketika mereka masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi, minum,
inhalasi, suntikan, atau metode lainnya.

"Narkotika" dan "zat narkotika" berasal dari kata Inggris "obat-
obatan" atau "narkotika", yang berarti obat pereda nyeri dan obat bius.
Istilah Yunani "protomedis” berarti obat-obatan atau narkotika, yaitu zat
yang digunakan dalam pengobatan karena kurangnya bukti. "Narkoba"
berasal dari kata "narkotika", yang berarti menghilangkan rasa sakit dan
membuat seseorang kehilangan kesadaran (mual atau muntah), serta zat
bius dan zat yang membuat terangsang.

Produk medis ini ditentukan oleh Badan Narkotika Nasional.
Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "narkotika" berarti
"zat narkotika, zat psikotropika, dan zat adiktif", dan "narkotika" berarti
"zat narkotika dan zat berbahaya". Dalam kedua definisi ini, "narkotika"
dan "zat narkotika" merujuk pada kumpulan zat yang biasanya berpotensi
menyebabkan kecanduan pada penggunanya.

Obat atau anestesi didefinisikan dalam kamus bahasa Indonesia

sebagai bahan yang menenangkan saraf, meredakan nyeri, dan
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menyebabkan kantuk atau peningkatan rangsangan. Obat-obatan ini
terutama digunakan secara medis untuk meredakan nyeri dan
ketidaknyamanan. Obat-obatan ini juga dapat menyebabkan pingsan,
kelelahan, atau bahkan kecanduan setelah sadar kembali, tergantung pada
area atau organ sensorik yang terpengaruh, seperti dada dan perut.
Singkatnya, obat adalah bahan yang menenangkan saraf, membuat Anda
tenang, menghilangkan rasa sakit, dan membuat Anda merasa lebih baik..

Setelah masuk ke dalam tubuh manusia, narkoba adalah zat kimia
yang memiliki kemampuan untuk mengubah perasaan, pikiran, emosi,
perilaku, dan kondisi mental lainnya. Tubuh dapat memasukkan bahan-
bahan ini melalui berbagai cara, seperti konsumsi, minum, inhalasi,
injeksi, atau infus intravena. Narkoba adalah zat atau obat yang dapat
berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan dan dapat menyebabkan
perubahan kesadaran, hilangnya sensasi, dan gangguan fungsi. indra
penciuman, serta mengakibatkan kecanduan.

Zat ini diharapkan dapat membantu menyembuhkan berbagai
masalah kesehatan. Ketika zat tersebut Fungsi zat ini berubah ketika
masuk ke dalam tubuh. Situasi ini dapat berubah menjadi kecanduan fisik
atau mental. Jika tubuh tidak lagi menerima zat tersebut, berbagai penyakit
fisik dan mental akan muncul. Hal ini juga dapat menyebabkan rasa mati

rasa, yang dapat menjadi kecanduan..!®

10 Hesri Mintawati, “Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya.”
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Beberapa teori yang relevan diantaranya:
1. Teori Kesalahan (Mens Rea)

Mens rea merujuk pada unsur psikologis yang menunjukkan
adanya niat yang tidak baik. Dapat dikatakan sebagai sikap batin yang
dimiliki oleh pelaku kejahatan. Dalam artikel yang diterbitkan pada tahun
1939, Eugene J. Chesney mengutip gagasan Sayre (1932) bahwa inti dari
hukum pidana adalah prinsip actus non facit reum nisi mens sit rea, yang
berarti suatu tindakan tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana tanpa
adanya niat jahat. Jacobs (2020) menegaskan bahwa secara teknis, suatu
tindakan  tidak  dapat  dikategorikan sebagai kejahatan tanpa
memperhatikan kedua unsur, yaitu actus reus dan mens rea, dari tindakan
tersebut.

Seperti di Inggris, di Indonesia juga ada tindak pidana yang tidak
mengharuskan adanya niat, kesengajaan, atau kelalaian. Dengan demikian,
seseorang bisa dikenai hukuman jika terbukti melakukan tindakan yang
diatur dalam undang-undang, tanpa harus memperhatikan apakah ada niat
atau kesalahan dalam maksud tindakannya.

Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menekankan bahwa suatu
tindakan hanya bisa disebut sebagai tindak pidana jika terdapat unsur
kesalahan, yaitu niat, pengetahuan, atau kesadaran pelaku atas perbuatan
tersebut. Dalam kasus terkait dengan pemilik lahan, jika tidak ada bukti
bahwa ia mengetahui atau terlibat dalam penanaman ganja, maka

pertanggungjawaban secara pidana mungkin tidak dapat diterapkan.

Z'v_.]turnitin Page 46 of 117 - Integrity Submission Submission D trn-oid::3117:605234505




af02723d1ab3da198f5a0fd263c140e9addce6b4.jpg
?]turnitin Page 47 of 117 - Integrity Submission Submission D trioidsi3117:605234505

32

Teori ini sejalan dengan Menurut Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur kesalahan harus ada. Namun,
dalam kasus narkotika, Undang-Undang Narkotika sering kali tidak
mengacu pada prinsip tersebut demi tujuan pencegahan. Hal ini didasarkan
pada prinsip bahwa hukum pidana tidak boleh menjerat seseorang karena
tindakan yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki, agar tidak terjadi
ketidakadilan serta mematuhi asas legalitas.

2. Teori Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Secara umum, prinsip pertanggungjawaban terdiri dari beberapa
bentuk di antaranya tanggung jawab karena kesalahan, yang merupakan
prinsip yang diterapkan Dalam hukum pidana dan perdata, ada tanggung
jawab berdasarkan praduga, yang juga dikenal sebagai "beban pembuktian
terbalik". Seseorang dianggap bertanggung jawab sampai terbukti tidak
bersalah, dan prinsip "praduga tidak bersalah" adalah lawan dari praduga
ini, di mana seseorang tidak dianggap bertanggung jawab secara otomatis.

Kemudian ada tanggung jawab absolut, yang berarti bahwa
pemilik bisnis dapat menanggung semua kerugian konsumen tanpa perlu
membuktikan adanya kesalahan. Tanggung jawab mutlak dianggap dapat
memudahkan proses tindak pidana lingkungan karena dapat menjangkau
sampai akar permasalahan. Konsep tanggung jawab mutlak atau strict
liability Sistem pertanggungjawaban pidana absolut hanya membutuhkan
tindakan ~ dan  pengetahuan  terdakwa  untuk  menetapkan

pertanggungjawaban, berbeda dengan sistem pertanggungjawaban pidana
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umum yang mensyaratkan niat atau kelalaian..

Hal ini berbeda dengan prinsip Prinsip kesalahan, juga dikenal
sebagai "tidak ada hukuman tanpa kesalahan", menyatakan bahwa
seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum
pidana tidak dapat dihukum kecuali jika ia terbukti bersalah atas
perbuatannya..

Teori ini menyatakan bahwa pelaku diakui sebagai subjek hukum,
harus memiliki kesalahan agar dapat dipidana. Tanggung jawab
berdasarkan tanggung jawab absolut—atau tanggung jawab pidana tanpa
kesalahan—adalah ide dalam hukum pidana substantif menurut beberapa
ahli. Berdasarkan gagasan ini, meskipun seseorang tidak memiliki niat
atau kesalahan kriminal (mens rea), dia dianggap bertanggung jawab atas
suatu tindakan kriminal (actus reus).

Selain itu, Dalam hukum acara pidana, istilah "tanggung jawab
absolut" mengacu pada keadaan di mana niat kriminal pelaku (mens rea)
tetap penting dan wajib, tetapi dianggap telah terbukti kecuali dibuktikan
sebaliknya. Berdasarkan teori tersebut, pemilik lahan dapat dikenai
hukuman tanpa harus membuktikan adanya kesalahan secara langsung,
jika lahan tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika berhubungan dengan konsep yang telah berkembang dalam
hukum pidana kontemporer, yang menyatakan bahwa "setiap orang" yang

menanam ganja tanpa izin dapat dihukum secara pidana, dan oleh karena
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itu pemilik lahan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian atau
pengabaian tanggung jawab mereka.. Teori ini memudahkan analisis
kualitatif untuk mengevaluasi apakah tanggung jawab tersebut adil dalam
konteks pedesaan seperti di Desa Krisik.

3. Teori Sosial dan Kontekstual Hukum

Secara hukum, penanaman ganja dalam jumlah besar melanggar
Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 111, Ayat 2 dan
dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa karena dampaknya yang
luas, kesulitan dalam pemberantasan, sering menjadi sumber pencucian
uang, serta melibatkan jaringan terorganisir yang menyebar di berbagai
wilayah. Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika yang berbunyi:

“Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengendalikan,
atau memasok narkoba Kelas I dalam bentuk tanaman yang disebutkan
dalam ayat (1) jika beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau jumlah
pohonnya melebihi 5 (lima) pohon akan mengakibatkan hukuman penjara
seumur hidup atau penjara dengan masa hukuman tidak kurang dari 5
(lima) tahun dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Dengan denda

maksimal yang disebutkan dalam ayat (1) ditambah 1 (satu).
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Kompleksitas  kasus ini semakin meningkat karena
pelanggaran tersebut juga terjadi di dalam kawasan hutan lindung
Bromo Tengger Semeru yang dijaga ketat Menurut Undang-Undang
Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

2.3.2 Jenis-Jenis Narkotika

Perkembangan ilmu pengetahuan telah menghasilkan berbagai
jenis narkotika sintetik yang dikemas dalam berbagai bentuk. Menurut
penjelasan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, terdapat setidaknya 65 jenis narkotika dalam
kategori Golongan I, 86 jenis dalam Golongan II, dan 14 jenis dalam
Golongan IIL"!
Jenis-jenis narkotika antara lain:

1. Opium

Opium adalah getah lateks berwarna putih kekuningan yang
diambil dari kapsul yang belum matang pada tanaman Papaver
somniferum L. (keluarga Papaveraceae), kemudian mengering menjadi
bentuk massa yang lengket dan berwarna hitam kecokelatan, dikenal
sebagai candu mentah atau raw opium. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, opium dikategorikan sebagai

Narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk keperluan non

"' Nurfauziah Amalia Mubarak Et Al., “Jenis-Jenis Dan Penerapan Program Rehabilitasi
Terhadap Narapidana Kasus Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika
Di Indonesia,” Journal Of Correctional Issues 2021, Vol.4 (2), 172-182 Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan, N.D.
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medik karena memiliki potensi adiksi yang tinggi serta dapat
menimbulkan efek depresi pada sistem saraf pusat. Dalam konteks
Indonesia, opium digunakan sebagai bahan baku untuk produksi morfin
dan kodein dalam keperluan farmasi yang terbatas, dengan pengawasan
ketat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009.
2. Morphine

Morfin digunakan sebagai obat penenang atau pereda nyeri
dalam pengobatan. Dalam klasifikasi zat narkotika, morfin
diklasifikasikan sebagai obat Kelas I menurut Lampiran I Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009. dan Lampiran Permenkes Nomor 5 Tahun
2023 membatasi penggunaannya hanya untuk keperluan medis yang
harus didahului dengan resep dokter.

3. Ganja

Nama tanaman ini adalah ganja, yang berarti "memabukkan"
atau "beracun”. Tanaman ganja adalah jenis tanaman liar yang dapat
hidup di lingkungan tropis atau subtropis, tergantung pada iklim
setempat. Mariyuana, atau ganja, memiliki nama ilmiah "Cannabis
sativa" dan terdiri dari dua subspesies: "Cannabis indica" dan "Cannabis
sativa", menurut sebuah artikel yang diterbitkan dalam "American
Herbal Pharmacopoeia." [1] Banyak senyawa kimia ada di tanaman ini,
di antaranya adalah Tetrahydrocannabinol (THC), yang merupakan zat

psikoaktif utama dan menyebabkan efek memabukkan atau intoksikasi.
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Terdapat sekitar 104 jenis cannabinoid yang sudah diketahui.

Di Indonesia, seluruh bagian tanaman ganja termasuk dalam
kategori Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran Peraturan
Menteri Keputusan Nomor 9 Tahun 2022 dan Nomor 7 Tahun 2025
menolak Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-
XVIII/2020, yang mempertanyakan legalitas penggunaan ganja untuk
tujuan medis. Ini membuat penggunaan ganja dilarang secara
keseluruhan.

4. Kokain

Ini adalah tanaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan
stamina. Di Amerika Selatan, kokai adalah tumbuhan yang paling
umum, Sri Lanka dulu dikenal sebagai Ceylon, India, serta Jawa.
Kokain adalah alkaloid tropan ester yang terdapat pada daun
Erythroxylum coca Lam. Zat ini bekerja sebagai stimulan sistem saraf
pusat dengan cara menghambat reuptake dopamin. Karena potensi
adiksi, gangguan keparahan mental seperti paranoia, serta risiko
kerusakan pada sistem kardiovaskular. Produksi kokain secara ilegal
biasanya dimulai dari pasta dasar (pasta coca) yang diekstrak secara
sederhana di daerah tropis.

Secara medis, kokain berbentuk hidrokhlorida digunakan
sebagai anestesi topikal, namun di Indonesia dikategorikan sebagai Obat
Kelas I sesuai Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

bersamaan dengan keputusan Menteri Kesehatan tahun 2023.
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5. Heroin

Heroin berasal dari opium dan dibuat melalui proses kimia
yang sangat tepat, berbeda dengan morfin, yang masih memiliki nilai
medis. Kebugaranya jauh lebih kuat dibandingkan dengan morphine.
Heroin (diamorphine atau diacetylmorphine) dibuat melalui proses
kimia yang sangat teliti dengan diasetilasi morfin yang berasal dari
opium menggunakan anhidrida asetat. Hasilnya adalah senyawa yang 3
hingga 5 kali lebih kuat karena sifat lipofiliknya yang memungkinkan
senyawa tersebut masuk ke dalam sistem saraf pusat dengan cepat
melalui penghalang darah otak.

Heroin tidak memiliki manfaat terapeutik yang signifikan,
Sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun
2023, obat ini diklasifikasikan sebagai narkoba Kelas I. dilarang
sepenuhnya di Indonesia.'? Zat ini menyebabkan adiksi yang sangat
parah, serta berisiko menyebabkan sindrom putus obat yang berbahaya
dan kematian akibat gangguan pernapasan.

6. Sabu-sabu

Berbentuk seperti bumbu masak berupa kristal kecil berwarna
putih, tidak berbau, dan mudah larut dalam air atau alkohol.
Penggunaannya akan segera aktif, membuat pengguna lebih

bersemangat, tidak mudah lelah meskipun bekerja lama, tidak merasa

12 Mentri Kesehatan, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023
Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi,” Kementerian Kesehatan RI, no.
74 (2023): 81.
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lapar, serta merasa percaya diri. Sabu-sabu, atau metamfetamin kristal
(methamphetamine HCI) adalah zat berbentuk kristal putih transparan
dan tidak berbau yang mudah larut dalam air atau alkohol. Zat ini
diproduksi secara sintetis dari bahan baku efedrin melalui proses
reduksi menggunakan merah phosphorus-iodine.

Efek yang dihasilkan antara lain perasaan bahagia yang kuat
karena peningkatan dopamin, peningkatan energi, hilangnya nafsu
makan, kesulitan tidur, serta keadaan hiperaktif. Efeknya muncul cepat
ketika zat ini dikonsumsi melalui cara meniup atau menyuntikkan.
Sabu-sabu termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I sesuai
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025.
Penyalahgunaan sabu-sabu menjadi kasus utama yang ditangani oleh
Badan Narkotika Nasional di Indonesia, dan dapat menyebabkan
kerusakan otak secara permanen serta tindakan kekerasan yang
impulsif.

7. Ekstasi

Ini adalah zat atau unsur yang tidak termasuk dalam kategori
narkoba atau alkohol. Namun, ekstasi dianggap sebagai zat adiktif yang
termasuk dalam Kategori stimulan. Ekstasi dikenal juga sebagai
methylenedioxymethamphetamine (MDMA), bukan termasuk dalam
kategori narkotika opium atau kanabinoid, melainkan merupakan
psikotropika Golongan I menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

2023 tentang Psikotropika.
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Senyawa ini berfungsi sebagai entaktogen dan stimulan yang
memicu pelepasan neurotransmiter seperti serotonin, dopamin, dan
norepinefrin, sehingga menghasilkan efek euforia dan meningkatkan
rasa empati. Bentuknya biasanya berupa pil dengan warna-warni dan
logo tertentu.

Penyalahgunaan zat ini sering terjadi di acara pesta malam dan
berpotensi menyebabkan kondisi medis serius seperti hiponatremia,
hipertermia, serta kerusakan saraf yang berdampak jangka panjang pada
sistem serotonin. Badan Nasional Narkotika mengklasifikasikan

Eks

sebagai zat adiktif psikoaktif yang memiliki risiko tinggi.
8. Putaw

minuman tradisional Tiongkok yang menggabungkan heroin
dan alkohol. Ada kaitannya dengan ganja. Ketika Anda memiliki uang
di tangan Anda, Anda tidak dapat menemukan apa pun yang terkait
dengannya, jadi semuanya ada di dalam rumah.

Putaw juga dikenal sebagai putawo atau pai kiao adalah
campuran yang merata dari heroin dengan alkohol atau bahan pengikat
lainnya, merupakan minuman tradisional dari Tiongkok yang
dikonsumsi melalui cara inhalasi hidung, mulut, atau suntikan
intravena, serta menghasilkan efek yang kuat mirip dengan heroin.

Dalam klasifikasi narkotika di Indonesia, putaw masuk dalam
kategori Narkotika Golongan I karena mengandung diacetylmorphine

sebagai bahan utamanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. 2023, dan memiliki risiko
overdosis ganda akibat adanya interaksi antara opioid dan alkohol.
Sejarah penyebarannya berawal dari imigrasi warga Tionghoa, namun
saat ini putaw sudah jarang ditemukan dibandingkan dengan bentuk
heroin murni.
9. Alkohol

Ini adalah zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan.
Berlebihan dapat menyebabkan reaksi racun atau intoksikasi. Menurut
Undang-Undang 35 Tahun 2009, etanol, juga dikenal sebagai etil
alkohol, adalah zat psikoaktif daripada narkotika. dapat menimbulkan
efek depresi terhadap sistem saraf yang bergantung pada dosis serta
menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, serta keracunan akut
bila dikonsumsi melebihi 0,5 gram per kilogram berat badan.

Regulasi terkait alkohol diatur Undang-Undang Pangan Nomor
18 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2019.
Meskipun demikian, alkohol tetap dikategorikan sebagai zat adiktif
oleh Badan Narkotika Nasional karena tingginya tingkat penggunaan
yang tidak terkendali, serta dampak sosial negatif seperti kecelakaan

lalu lintas dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
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10. Sedativa/Hipnotika

Dalam bidang medis, beberapa obat digunakan untuk
menenangkan orang. Obat-obatan ini termasuk dalam kategori zat
psikoaktif Kelas 1.° Sedativa-hipnotika, seperti barbiturat dan
benzodiazepin misalnya diazepam, digunakan dalam bidang medis
sebagai anxiolitik, sedatif, atau hipnotik. Obat-obatan ini bekerja
dengan mengikat reseptor GABA-A sehingga memberikan efek
menenangkan.

Kategori psikotropika Golongan I Lampiran Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 mencakup contoh seperti
phenobarbital dan flunitrazepam, yang memiliki risiko toleransi dan
overdosis pernapasan. Penggunaan secara rekreasional sering Kali
disertai dengan penggunaan opioid, sehingga meningkatkan bahaya
kematian. Untuk mencegah penyalahgunaan dan pemanfaatan yang
tidak sah, Badan Narkotika Nasional menerapkan pengawasan yang
ketat agar obat-obatan ini tidak disalahgunakan dari penggunaan medis
ke pasar gelap. Keputusan Mahkamah Agung No. 9039
K/PID.SUS/2025 memutuskan bahwa orang yang melakukan tindak
pidana narkoba harus dipenjara selama dua tahun dan didenda 800 juta
rupee).

2.3.3 Golongan Narkotika
Narkotika dibagi menjadi tiga kategori menurut Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009:
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1. Narkoba Kelas I memiliki efek yang sangat serius dan potensi
kecanduan yang sangat tinggi. Sesuai dengan Peraturan Nomor 7
Tahun 2025, yang mengubah Kklasifikasi sebelumnya dalam
Peraturan Nomor 30 Tahun 2023, narkoba Kelas I termasuk
ganja, heroin (diacetylmorphine), kokain, morfin, dan opium,
serta zat baru seperti metamfetamin. hanya boleh digunakan
untuk penelitian atau tujuan ilmiah. Menurut Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, narkoba Kelas I termasuk
yang paling berbahaya dan sangat dikendalikan. Hal ini karena
tingkat kecanduannya yang tinggi. dalam terapi medis, melainkan
hanya untuk keperluan ilmu pengetahuan, penelitian, atau bahan
diagnostik. Zat-zat dalam kategori ini berdampak negatif pada sistem
saraf pusat, seperti kerusakan permanen otak, gangguan Kkognitif,
sensasi euforia palsu yang dapat berujung pada kematian akibat
overdosis, serta pengecanduan fisik dan psikologis yang berat. Hal ini
telah diungkapkan dalam laporan dari World Health Organization
(WHO) dan National Institute on Drug Abuse (NIDA) pada tahun 2020.
Regulasi ini menunjukkan upaya pemerintah Indonesia dalam
membatasi peredaran narkotika untuk mencegah penyalahgunaan yang
merugikan kesehatan masyarakat, serta menegakkan sanksi hukum
berat, termasuk hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan dan
pengedaran narkotika.

2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba kategori II
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adalah jenis narkoba yang memiliki risiko kecanduan tinggi,
tetapi masih boleh digunakan untuk pengobatan dan penelitian
ilmiah.. Pengelompokan ini memungkinkan penggunaannya
secara terbatas dan terkontrol di bawah pengawasan medis yang
ketat, terutama untuk mengatasi nyeri akut atau kondisi medis
tertentu, meskipun bahaya adiksi fisik dan psikologis masih ada,
seperti yang dijelaskan Peraturan Menkes Nomor 30 Tahun 2023
yang memperbarui daftar zat psikoaktif. Contoh narkotika dari
golongan ini antara lain petidin (pethidine), yang bekerja sebagai
analgesik opioid sintetis; benzethidine; betamethazol; ekgonina;
morfin metobromida; dan morfin itu sendiri. Daftar zat ini juga
diperbarui dengan penambahan zat baru melalui Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 untuk menanggapi ancaman
penyalahgunaan narkotika secara global.

3. Narkoba kategori III digunakan untuk terapi dan kemajuan
ilmiah. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat ini memiliki risiko
kecanduan yang lebih rendah dibandingkan dengan narkoba
dalam kategori sebelumnya. Penggunaan narkotika golongan IIT
memerlukan pengawasan yang ketat melalui resep dokter,
terutama untuk mengatasi gejala seperti batuk atau nyeri ringan.
Meskipun demikian, penyalahgunaan zat ini tetap dapat berisiko

mengakibatkan adiksi psikologis dan fisik dalam jangka panjang,
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seperti yang diatur dalam revisi Permenkes Nomor 30 Tahun

2023. Contoh utama narkotika dari golongan ini meliputi kodeina,

etilmorfina, polkodina, dan propiram yang termasuk dalam

daftar penggolongan terbaru yang diatur dalam Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 untuk menyesuaikan dengan

ancaman narkotika di Indonesia.

Dasar hukum penggolongan narkotika ini didasarkan pada
fleksibilitas terapeutik yang memiliki risiko rendah, diatur dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023, yang
menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022,
dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025. Manfaat medis
kodeina sering digunakan sebagai obat penenang batuk dan analgesik
ringan, dengan penggunaan harian yang terbatas untuk mencegah
terjadinya toleransi. Kodeina digunakan sebagai antitusif dan analgesik
untuk mengatasi gejala simptomatik. Etilmorfina merupakan derivat
morfin yang digunakan dalam terapi batuk kronis. Polkodina dan
propiram adalah zat opioid dengan efek lemah, digunakan untuk
mengelola nyeri.

2.3.4 Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika

didefinisikan sebagai zat atau obat-obatan yang dibuat secara sintetis atau

semi-sintetis, baik yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan.
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Zat-zat ini dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, menghilangkan
sensasi, meredakan atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat
menyebabkan kecanduan.
1. Dampak penyalahgunaan narkotika bagi kesehatan fisik
a. Kerusakan Organ Vital
b. Penurunan Sistem Imun dan Infeksi
c. Penurunan Berat Badan dan Masalah Gizi
2. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Penyalahgunaan Narkotika
a. Isolasi Sosial
b. Kehilangan Produktivitas
2.3.5 Ganja
Mariyuana  juga dikenal sebagai cannabis. Tanaman
menghasilkan senyawa kimia yang disebut cannabinoid. Fitocannabinoid
adalah cannabinoid yang berasal dari tumbuhan, dan endocannabinoid
(eCB) adalah hewan yang menghasilkan cannabinoid secara alami. Delta-
9-tetrahydrocannabinol, atau THC, adalah bahan psikoaktif utama ganja.
Pengguna ganja mengalami perasaan euforia karena efek fisik dan
perubahan kognitif yang disebabkan oleh senyawa ini.[1] Sebagian besar

orang yang mengonsumsi ganja mengalami gangguan penggunaan ganja.
Kamus Biografi Indonesia (KBBI) mengatakan ganja adalah tanaman

tahunan yang mudah tumbuh dan dioecious (satu tanaman memiliki bunga

jantan dan bunga betina). Rambut runcing yang menutupi bunga betina
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mengeluarkan sejenis resin yang kemudian menguap. Dua zat psikoaktif
utama ganja adalah tetrahidrokanabinol, atau THC, yang ditemukan dalam
getah dan daunnya. THC menghasilkan euforia dan sering digunakan
sebagai campuran tembakau untuk rokok (Cannabis sativa) Ganja
mengandung dua bahan utama:

1. Tetrahydrocannabinol, atau disingkat sebagai THC, adalah zat
yang menyebabkan efek psikoaktif, yang sering disebut sebagai
mabuk.

2. Cannabidiol, atau disingkat CBD, Meskipun tidak memiliki
dampak psikologis, hal ini bermanfaat bagi tubuh. Bagian ini
terbukti efektif dalam membantu mengurangi kejang pada

sejumlah penderita epilepsi.
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BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif-empiris
atau socio-legal research, yang merupakan penelitian sosial hukum.
Penelitian ini menggabungkan analisis terhadap peraturan hukum pidana
dengan pengamatan terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan,
sehingga dapat mengungkap kondisi nyata terkait tanggung jawab pidana
yang dialami oleh pemilik lahan.
3.1.2 Pendekatan Penelitian
Pendekatan kualitatif menggunakan deskripsi yang dalam terhadap
fenomena yang terjadi dalam kasus tertentu, tanpa melakukan uji hipotesis
berbasis statistik. Fokus utamanya adalah pada interpretasi data yang
diambil dari konteks situasi, dengan perspektif yang dilihat dari para aktor
hukum, seperti penegak hukum, pemilik lahan, dan saksi-saksi.
Pendekatan ini cocok digunakan untuk menganalisis dinamika sosial dan
hukum dalam kasus tindak pidana narkotika di tingkat lokal, terutama
ketika data berupa angka terbatas.
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian
3.2.1 Lokasi Penelitian
Polres Blitar Kota (Unit Satuan Reserse Narkoba) dan kediaman Bapak
Saiful Anwar di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari

Kabupaten Blitar.

Z'I_Jturnitin Page 63 of 117 - Integrity Submission Submission D trn-oid::3117:605234505

48




1ede87efb5fce556049ade6b4688ff92b842ee25.jpg
('_Jturnitin Page 1 0f 117 - Cover Page

berlian.pdf

© Escuela Marian Baker

Document Details

Submission ID

trn:oid:::3117:605234505

Submission Date
Jul7,2026, 8:34 AM GMT+7

Download Date
Jul7,2026, 8:37 AM GMT+7

File Name

berlian.pdf

File Size

7.9 MB

zl'-_‘ turnitin Page 1of117- Cover Page

Submission ID trn0id::3117:605234505

103 Pages
17,112 Words

111,364 Characters

Submission ID  trn0id:::3117:605234505




c8a541df9f406297366197a9702e291b6173a4df.jpg
?]turnitin Page 64 of 117 - Integrity Submission Submission D trioidsi3117:605234505

49

3.2.2 Waktu Penelitian
Penelitian dimulai tanggal 28 November 2025 sampai 1 Desember 2025
pada Unit Satuan Reserse Narkoba dan 24 Mei 2026 kediaman Bapak
Saiful Anwar di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari
Kabupaten Blitar.
3.3 Sumber Data
3.3.1 Data Primer
Dengan melakukan observasi dan wawancara, data diperoleh langsung
dari lapangan. di Satresnarkoba Polres Blitar Kota, meliputi:
a. Penyidik Polres Blitar (2 orang).
b. Pemilik lahan atau terdakwa dan saksi masyarakat Desa Krisik (2
orang).

3.3.2 Data Sekunder
Buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, dan publikasi yang berkaitan
dengan kriminologi dan narkotika, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab
Hukum Acara Pidana, dan putusan pengadilan terkait.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:
a. Studi Dokumen/Pustaka (Library Research):

Untuk mengumpulkan data sekunder melalui penelaahan dokumen

hukum, buku, jurnal, dan putusan pengadilan.

b. Wawancara Terstruktur dan Tidak Terstruktur (Interview):
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Untuk mengumpulkan data primer dari narasumber terkait penanganan
kasus dan pandangan hukum mereka terhadap pertanggungjawaban
pemilik lahan.
3.5 Teknik Analisis Data
Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan metode:
a. Analisis Deskriptif-Analitis:
Mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan dan studi pustaka,
kemudian menganalisisnya menggunakan teori hukum pidana untuk
menjawab permasalahan penelitian.
b. Penalaran Logis (Logical Reasoning):
Menggunakan metode deduktif (dari norma umum ke kasus spesifik
di Krisik) untuk menarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban
pidana pemilik lahan.
c. Interpretasi Hukum:
Menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku untuk diterapkan
dalam konteks kasus nyata.

3.6 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian meliputi tiga tahap utama:
a. Tahap Persiapan:
Pengajuan proposal, penyusunan instrumen penelitian, dan perizinan.
b. Tahap Pelaksanaan:

Pengumpulan data primer dan sekunder di lokasi dan instansi terkait.
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c. Tahap Pelaporan:
Pengolahan data, analisis, penarikan kesimpulan, dan penulisan

laporan akhir (skripsi).
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Kronologi Penemuan Ladang Ganja di Dusun Tirtomoyo Desa
Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

Penemuan ladang ganja itu terungkap saat pemeriksaan terhadap
kelompok yang diduga melakukan penyerangan di sekitar Polres Blitar
Kota dan melukai 21 aparat dalam aksi pada hari Minggu, 31
Agustus 2025, Polres Blitar Kota berhasil mengamankan sebanyak 143
orang, diantaranya 83 orang dewasa dan 60 anak-anak. Dari hasil
pemeriksaan penyidik menetapkan 10 tersangka dan 19 anak berhadapan
dengan hukum. Polisi juga memeriksa urine para pelaku perusakan dan
hasil menunjukkan beberapa di antaranya positif menggunakan narkoba,
yaitu sabu-sabu dan ganja. Dari ganja di kembangkan sehingga
menemukan ladang ganja di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan
Gandusari Kabupaten Blitar,
Jumlah barang bukti yang ditemukan oleh aparat sebanyak:
- 20 (dua puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 10 cm;
- 340 (tiga ratus empat puluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 12 cm;
- 121 (seratus dua puluh satu) batang tanaman jenis ganja ukuran 15 cm;
- 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran
20 cm;

52
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- 10 (sepuluh) batang tanaman jenis ganja ukuran 25 cm;

- 14 (empat belas) batang tanaman jenis ganja ukuran 30 cm;

- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 40 cm;

- 5 (lima) batang tanaman jenis ganja ukuran 50 cm;

- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 60 cm;

- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 65 cm;

- 8 (delapan) batang tanaman jenis ganja ukuran 70 cm;

- 3 (tiga) batang tanaman jenis ganja ukuran 75 cm;

- 2 (dua) batang tanaman jenis ganja ukuran 90 cm;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcard 085745303012;
Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota melakukan

penangkapan terhadap AGAM ANDYKA PUTRA atau salah satu

tersangka perusakan dan mengedarkan Narkotika jenis tanaman berupa

ganja, setelah dilakukan interogasi mengaku mendapatkan daun ganja dari

SAIFUL ANWAR alias IPUL, setelah mendapatkan informasi tersebut

selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 September 2025 sekira pukul 16.00

Wib, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota

memperkenalkan diri kepada yang bersangkutan ditunjukkan Springas,

Sprinkap, Sprindah, Sprinta, dan selanjutnya petugas melakukan penyitaan

barang bukti dan penangkapan terhadap SAIFUL ANWAR alias IPUL

dirumahnya, di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari
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Kabupaten Blitar dan pada saat penggeledahan ditemukan tanaman ganja
di belakang rumah menggunakan median polybag yang berisi tanah dan
pupuk kompos.

4.1.2 Profil Tersangka dan Kondisi Lahan Ganja

Berikut adalah profil tersangka pemilik lahan ganja di Desa Krisik:

Nama : Saiful Anwar

Nomor Identitas : 35072608870005
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Kelamin : laki-laki

Umur : 38 tahun

TTL : Malang, 08 Agustus 1987
Pekerjaan : Swasta/Pedagang

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir  : SMP (tamat)
Alamat : Dusun Tirtomoyo RT 04 RW 01 Desa Krisik
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Unit Anti Narkotika Kepolisian Kota Blitar melakukan
penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan pada hari Senin, 1 September
2025, pukul 16.00 WIB. tersangka dan barang bukti berupa ganja sebanyak
820 batang. Pada saat penindakan hukum dilakukan, kondisi ganja
(Cannabis Sativa) yang ditemukan di lokasi masih dalam tahap

pertumbuhan yaitu 2 bulan masa tanam dan belum mencapai tahap
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kematangan yang memungkinkan untuk dilakukan panen.

Secara teknis, ganja ditempatkan di dalam wadah berupa polybag
yang umum digunakan dalam kegiatan budidaya tanaman. Di dalam
polybag tersebut terdapat lapisan tanah sebagai media tanam utama yang
dicampur dengan pupuk kompos seperti kotoran kambing sebagai sumber
nutrisi organik untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Penggunaan
polybag sebagai media tanam merupakan salah satu metode budidaya yang
dipilih  karena memudahkan dalam pemindahan tanaman serta
memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pertumbuhan
tanaman. Kondisi fisik barang bukti pada saat penangkapan tersebut
didokumentasikan dan tertulis oleh Unit Satuan Reserse Narkoba Polres
Blitar Kota sebagai bahan pertimbangan dalam proses penanganan tindak
pidana narkotika.

4.1.3 Proses Penyelidikan dan Penyidikan oleh Unit Satuan Reserse
Narkoba Polres Blitar Kota
Tahap-tahap Proses penyelidikan diantaranya adalah

1. Penerimaan dan Pengelolaan Informasi Awal,

2. Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan,

3. Pelaksanaan Teknik Penyelidikan, dan

4. Gelar Perkara Penyelidikan
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Tahap pertama dalam proses penyelidikan tindak pidana
narkotika pada Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota dimulai
dengan penerimaan laporan atau informasi oleh penyidik yang memiliki
kewenangan. Dalam kasus perusakan yang terjadi di Polres Blitar Kota,
terdapat informasi bahwa tersangka yang terlibat dalam peristiwa tersebut
telah dinyatakan positif mengonsumsi narkotika, berdasarkan hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwajib. Penerimaan laporan
menjadi dasar penting yang menentukan arah dan langkah penyidikan
selanjutnya, Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lembaga penegak hukum
bertanggung jawab untuk menangani setiap laporan atau pengaduan yang
diterima dengan cara yang sesuai dengan prosedur hukum dan dengan cara
yang transparan.

Kehadiran bukti awal berupa hasil pemeriksaan narkotika yang
menunjukkan positif terhadap terduga menjadi dasar yang kuat bagi
penyidik untuk melanjutkan proses hukum, meliputi penjelasan lebih
lanjut terhadap fakta, pengumpulan alat bukti, serta penentuan konstruksi
hukum yang sesuai. Dengan demikian, tahap penerimaan informasi ini
bukan hanya bersifat administratif, melainkan memiliki arti hukum yang
sangat penting dalam menentukan kelanjutan dan keabsahan seluruh
proses penanganan kasus tindak pidana tersebut.

Pengelolaan informasi dari sumber informan merupakan bagian

yang sangat penting dalam proses penyelidikan terkait narkotika. Unit
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Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota mengelola jaringan informan
yang telah terdaftar secara resmi dengan identitas yang tetap dirahasiakan
untuk memastikan keamanan informan tersebut. Pembinaan terhadap
informan dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memastikan mutu
informasi yang diperoleh serta mempertahankan integritas dan kepatuhan
informan terhadap tujuan penegakan hukum. Seluruh proses penanganan
informan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta
mengacu pada prinsip-prinsip pelindungan hak asasi manusia.

Setelah informasi awal dianggap sudah cukup, Kepala Satuan
Reserse Narkoba Polres Blitar Kota mengeluarkan Surat Perintah
Penyelidikan (Sprinlidik) yang ditujukan kepada penyelidik yang telah
ditetapkan. Surat perintah tersebut berisi informasi mengenai identitas
penyelidik yang bertugas, Sebuah penjelasan singkat tentang dugaan
tindak pidana, durasi penyelidikan, dan kewenangan yang diberikan.
Menurut KUHP, penerbitan surat perintah penyelidikan, juga dikenal
sebagai sprinlidik, adalah kewajiban. Surat perintah penyelidikan
berfungsi sebagai bukti keabsahan proses penyelidikan. dilakukan serta
memberikan perlindungan hukum kepada penyelidik dalam menjalankan
tugasnya.

Penetapan tim penyelidik dilakukan oleh Kepala Satuan Reserse
Narkoba Polres Blitar Kota dengan memperhatikan aspek kompetensi,
pengalaman kerja, serta ketersediaan anggota yang relevan. Dalam kasus-

kasus yang menyangkut jaringan peredaran narkotika yang rumit, dapat
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dibentuk tim kerja bersama yang terdiri dari anggota unit lain dalam
Satuan Reserse Narkoba atau bahkan anggota dari unit lain di Polres Blitar
Kota. Koordinasi antar unit tersebut bertujuan untuk meningkatkan
keefektifan dalam melakukan penyelidikan serta menghindari terjadinya
tumpang tindih dalam wewenang.

Teknik penyelidikan yang diterapkan oleh Unit Satresnarkoba
Polres Blitar Kota meliputi berbagai metode yang Sesuai dengan
peraturan, pengawasan atau pemantauan adalah suatu metode. paling
sering digunakan, di mana penyelidik memantau target secara rahasia
dengan tujuan mengumpulkan informasi mengenai cara bertindak,
koneksi, serta metode operasional target. Pengamatan dapat dilakukan
melalui cara fisik atau elektronik sesuai dengan kemampuan dan
kebutuhan dalam penyelidikan.

Teknik pembelian terselubung adalah metode penyelidikan yang
secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Dalam teknik ini, para penyelidik yang sudah
dipersiapkan dan dilatih bertindak sebagai pembeli narkotika agar dapat
menangkap pelaku saat transaksi terjadi. Pelaksanaan teknik ini
membutuhkan perencanaan yang teliti, seperti menentukan tugas masing-
masing anggota, memilih lokasi yang tepat, mempersiapkan barang bukti
berupa uang, serta mengatur tim pendukung yang siap melakukan
penangkapan. Seluruh proses pembelian rahasia dalam operasi

penyelidikan harus mendapatkan persetujuan dari atasan dan dicatat secara
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rinci.

Pengumpulan informasi dari sumber yang dapat diakses secara
umum (open source intelligence) Ini juga merupakan metode investigasi
kontemporer yang digunakan. Satresnarkoba Polres Blitar Kota. Analisis
terhadap aktivitas di media sosial, pemetaan jaringan komunikasi, serta
pencarian data publik yang relevan dapat memberikan petunjuk penting
dalam mengungkap jaringan distribusi narkotika. Seluruh data yang
diperoleh dengan metode tersebut selanjutnya diproses secara terstruktur
agar dapat mengungkap pola serta hubungan yang mendukung kemajuan
dalam penelitian.

Gelar perkara penyelidikan merupakan bentuk evaluasi dan
pengambilan keputusan yang dilakukan secara rutin atau sewaktu-waktu
untuk mengevaluasi perkembangan penyelidikan serta menentukan
langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Forum ini dipimpin oleh
Kepala Satuan Reserse Narkoba atau pejabat yang ditunjuk dan dihadiri
oleh seluruh anggota tim penyelidik. Dalam proses penyelesaian perkara,
disajikan seluruh data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan,
dilakukan analisis mengenai keterkaitan antar data tersebut, serta disusun
rekomendasi mengenai tindakan lanjutan yang seharusnya diambil.

Hasil dari proses penyelidikan dapat berupa keputusan untuk
meningkatkan tingkat penanganan ke tahap penyidikan jika telah
ditemukan bukti permulaan yang memadai, atau keputusan untuk

melanjutkan penyelidikan dengan menerapkan teknik yang lebih intensif
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jika bukti yang telah dikumpulkan belum cukup. Dalam penyelidikan yang
dilakukan, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya
tindak pidana, sehingga dapat diterbitkan surat keterangan yang
menyatakan bahwa tidak ditemukan indikasi tindak pidana yang
memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Semua keputusan
yang diambil dalam gelar perkara dicatat dalam berita acara gelar perkara
yang ditandatangani oleh anggota.

Selanjutnya adalah tahap penyidikan oleh tim penyidik dari Unit
Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota. Proses penyidikan oleh tim
Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota diantaranya sebagai
berikut:

1. Penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

2. Upaya Paksa dalam Penyidikan

3. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

4. Penanganan Barang Bukti Narkotika

5. Penetapan dan Pengembangan Tersangka

Penyidikan dimulai dengan penerbitan Surat Perintah Mulai
Investigasi (SPDP) yang ditandatangani oleh kepala unit anti-narkotika
sebagai petugas investigasi memiliki wewenang. SPDP selanjutnya
dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri di tempat dalam jangka
waktu tujuh hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 KUHAP.
Pengiriman surat permohonan penuntutan (SPDP) ini adalah bentuk kerja

sama antara penyidik dengan penuntut umum yang diperlukan agar proses
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penyidikan selaras dengan kebutuhan dalam penuntutan di masa
mendatang.

Bersamaan dengan penerbitan SPDP, Kepala Satuan Reserse
Narkoba juga mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang
menentukan penyidik serta penyidik pembantu yang akan melaksanakan
tugas tersebut. Sprindik berisi informasi lengkap mengenai identitas
penyidik yang ditugaskan, penjelasan mengenai tindak pidana yang sedang
diselidiki, serta nomor laporan polisi yang digunakan sebagai dasar
penyelidikan. Penetapan anggota tim penyidik dilakukan dengan
memperhatikan berbagai aspek seperti kemampuan dan keahlian, tingkat
beban tugas, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan yang dapat
mengganggu dalam penyelidikan.

Penyidik dari Unit Anti Narkotika Kepolisian Kota Blitar
memiliki kewenangan untuk melakukan sejumlah tindakan paksa sesuai
dengan ketentuan UU Narkotika dan KUHP saat menyelidiki kasus pidana
narkoba. Jika ada bukti awal yang cukup, penangkapan adalah tindakan
paksa pertama yang dapat dilakukan terhadap seseorang yang sangat
dicurigai melakukan tindak pidana narkoba. Kecuali jika tersangka
ditangkap basah, penangkapan dapat dilakukan tanpa perintah kepala Unit
Anti Narkotika.

Penahanan terhadap tersangka dalam Kejahatan yang berkaitan
dengan narkoba diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

yang menentukan batas waktu penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan.
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Pada tahap penyidikan, seseorang yang ditahan dapat bertahan selama dua
puluh hari. Penuntut umum memiliki kekuasaan untuk memperpanjang
masa penahanan selama empat puluh hari, sehingga total masa penahanan
pada tahap penyidikan dapat mencapai enam puluh hari. Perpanjangan
penahanan hanya boleh dilakukan jika ada alasan yang sah dan penyidikan
masih memerlukan kehadiran tersangka.

Penggeledahan dan penyitaan adalah tindakan yang sangat
penting dalam penyelidikan terkait narkotika, bertujuan untuk menemukan
serta mengamankan bukti-bukti yang relevan. Penggeledahan terhadap
tempat tinggal atau tempat lain yang diduga digunakan dalam kegiatan
narkotika harus dilakukan berdasarkan surat izin penggeledahan yang
dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun, dalam
keadaan mendesak yang memungkinkan penggeledahan dilakukan segera,
penggeledahan tersebut boleh dilakukan terlebih dahulu, selama pelaku
segera melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setiap hasil dari
penggeledahan dan penyitaan harus dibuat laporan berupa berita acara
yang ditandatangani oleh penyidik serta saksi-saksi yang hadir.

Pemeriksaan terhadap tersangka dalam kasus narkotika dilakukan
oleh penyidik Satresnarkoba dengan menerapkan prinsip praduga tidak
bersalah serta memperhatikan hak-hak tersangka secara adil Tersangka
harus diberitahu tentang hak-haknya sebelum pemeriksaan dimulai, sesuai
dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. -haknya,

di antaranya hak untuk didampingi oleh penasehat hukum, hak untuk tidak
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memberikan pernyataan yang dapat merugikan dirinya sendiri (hak untuk
bungkam), serta hak untuk menghubungi keluarga. Pemeriksaan terhadap
tersangka yang dilakukan tanpa memberi kesempatan kepada hak-haknya
dapat menyebabkan hasil pemeriksaan tersebut dianggap tidak memiliki
kekuatan hukum.

Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan bertujuan untuk
memperoleh keterangan yang dapat memperkuat bukti dalam kasus
narkotika. Saksi yang diperiksa dapat berasal dari berbagai jenis, seperti
saksi yang secara langsung mengamati peristiwa pidana (saksi mata), saksi
yang memahami hal-hal yang berkaitan dengan kasus tersebut (saksi de
auditu), atau saksi ahli yang memberikan penjelasan berdasarkan
pengetahuan dan keahliannya secara profesional. Dalam kasus terkait
narkotika, saksi ahli dari laboratorium forensik kepolisian biasanya
diminta untuk memberikan penjelasan mengenai jenis, tingkat kemurnian,
serta berat narkotika yang berfungsi sebagai barang bukti.

Teknik interogasi yang dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse
Narkoba Polres Blitar Kota harus menghindari segala bentuk kekerasan,
ancaman, atau tekanan psikologis yang dapat menyebabkan keterangan
yang tidak bebas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada penggunaan argumen
yang didasarkan pada fakta dan bukti yang telah diperoleh, sehingga
tersangka dapat memberikan pernyataan yang bersifat jujur secara sadar.

Seluruh informasi yang diperoleh selanjutnya dijelaskan dalam Berita
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Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh tersangka atau saksi
serta penyidik yang melakukan pemeriksaan.

Penanganan barang bukti terkait narkotika adalah bagian penting
dalam proses penyidikan yang mengharuskan penerapan prosedur yang
baku dan ketat agar terhindar dari risiko kontaminasi, hilangnya, atau
penyalahgunaan barang bukti tersebut. Setiap barang bukti narkotika yang
berhasil disita wajib segera ditimbang, dicatat, dan dikemas dalam wadah
yang tepat, serta dilakukan di hadapan saksi-saksi yang memiliki
kemampuan dan keahlian yang cukup. Label identifikasi yang berisi
nomor perkara, tanggal penyitaan, jenis barang, berat, serta nama penyidik
yang melakukan penyitaan harus dicantumkan pada setiap kemasan barang
bukti.

Pengiriman sampel Pengiriman barang bukti narkoba ke
Laboratorium Kriminal Kepolisian Nasional Indonesia untuk identifikasi
dan pengujian kuantitas merupakan bagian penting dari penyelidikan
narkoba. Hasil pengujian didokumentasikan dalam laporan laboratorium
forensik. (BA Lab) berfungsi sebagai bukti ilmiah yang sangat kuat dalam
mendukung proses persidangan dalam menyelesaikan perkara tersebut.
Masa tunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang cukup lama menjadi
salah satu hal yang memperlambat proses penyidikan kasus narkotika.

Penyimpanan barang bukti terkait narkotika dilakukan di ruang
penyimpanan khusus yang disebut dengan evidence room. Ruang tersebut

dilengkapi dengan sistem keamanan yang cukup memadai dan dikelola
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oleh petugas yang memiliki tanggung jawab dalam mengurus barang bukti
tersebut. Akses terhadap barang bukti hanya dapat dilakukan oleh pihak-
pihak yang memiliki kepentingan hukum, serta setiap proses pengambilan
atau pengembalian barang bukti wajib dicatat dalam buku register barang
bukti. Ketidaksesuaian antara kondisi serta jumlah barang bukti yang
disimpan dengan catatan resmi dapat menyebabkan kesulitan dalam
membuktikan sesuatu di pengadilan dan berpotensi mengakibatkan
tuntutan hukum terhadap petugas yang bertanggung jawab.
Pengembangan tersangka adalah upaya penyidik dalam
mengidentifikasi serta menentukan individu lain yang terlibat dalam
jaringan peredaran narkotika yang sedang dalam penyelidikan. Melalui
pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditetapkan, penyidik dapat
memperoleh informasi mengenai pemasok, bandar, kurir, atau konsumen
lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Pengembangan tersangka yang
berhasil dapat mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas
dan membantu menghancurkan struktur penyalahgunaan narkotika secara
lebih mendalam, yang merupakan tujuan strategis dalam penyidikan
narkotika.
Dengan pertimbangan bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak
pidana, penyidik berwenang Surat perintah harus dikeluarkan untuk
menyita barang-barang yang diduga berasal dari kejahatan, digunakan
dalam melakukan kejahatan, digunakan untuk menghambat penyelidikan,

dibuat khusus untuk melakukan kejahatan, atau terkait langsung dengan
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kejahatan yang dilakukan..
4.1.4 Dasar Hukum Pengenaan Pasal yang Digunakan

Pelaksanaan Penyelidikan dan pemeriksaan yang berkaitan
dengan pelanggaran narkoba dilakukan oleh Unit Anti Narkotika
Kepolisian Kota Blitar berdasarkan berbagai peraturan dan undang-
undang yang berlaku. Hukum yang mendasari penggunaan materi yang
digunakan adalah:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan
Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum
Acara Pidana, Pasal 7, Ayat (1), Huruf (d), dan Pasal 11, 20, 21,
22, dan 24 Ayat (1);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal
111, Ayat (1), dan Pasal 114, Ayat (1);

4. Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2002;

5. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023;

6. Laporan Kepolisian Nomor
LP/A/48/1X/2025/SPKT.Satresnarkoba/Polres Blitar Kota/Polda
Jawa Timur pada tanggal 1 September 2025; 6. Surat Perintah
Investigasi Nomor SP.Sidik/48/IX/Res.4.2/2025/Satresnarkoba

pada tanggal 1 September 2025.
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7. Sebuah Keputusan Bernomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kelalaian Pemilik Lahan dalam Mengawasi Lahannya sebagai
Bentuk Turut Serta atau Pembantuan Tindak Pidana Narkotika
Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan KUHP
mengandung ketentuan hukum ini. dengan fokus pada prinsip actus reus,
Actus reus merupakan salah satu dari dua elemen utama yang diperlukan
agar seseorang dapat dikenai hukuman pidana, yang lainnya adalah mens
rea, atau niat jahat. Tanpa adanya actus reus, tidak dapat dikatakan telah
terjadi kejahatan, meskipun seseorang memiliki niat jahat. Selain itu, Pasal
111 Undang-Undang tentang Narkotika menjadi dasar pokok dalam
menentukan hukuman pidana.

Dalam pandangan hukum pidana di Indonesia, memiliki lahan
untuk menanam ganja adalah suatu pelanggaran serius yang dapat
berujung pada hukuman penjara yang lama dan denda yang signifikan.
Pemerintah Indonesia menunjukkan sikap tegas terhadap pelestarian
narkotika sebagai bagian dari kebijakan "Zero Tolerance" terhadap
penyalahgunaan narkoba. Dengan menerapkan kebijakan nol toleransi
serta memberikan sanksi yang tegas, diharapkan dapat memperingatkan

para pelaku agar merasa takut dan membatalkan niat mereka untuk
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melakukan tindakan melanggar hukum tersebut. Selain itu, kebijakan ini
juga bertujuan memberikan dampak jera kepada pelaku serta memberikan
pengaruh psikologis sebagai bentuk terapi shock kepada pihak lain yang
mungkin tergoda untuk terlibat dalam tindakan pidana tersebut. Dengan
demikian, upaya ini juga bertujuan menciptakan keadilan dalam
masyarakat. Pemidanaan juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan
kepada masyarakat.

Kebijakan zero tolerance terhadap penggunaan narkoba dalam
sistem hukum pidana Indonesia mencerminkan sikap politik hukum yang
tidak menunjukkan keraguan sama sekali terhadap tindakan seperti
menggunaan, menanam, mengedarkan, atau menyimpan narkotika,
dengan penerapan hukum yang kuat dan tetap berlaku. Konsep ini berbeda
dari pendekatan restorative justice yang lebih fokus pada pemulihan dan
rehabilitasi, karena pendekatan zero tolerance lebih menekankan pada
hukuman yang berat sebagai bentuk pencegahan dan penindasan.'

Dolus atau kesengajaan adalah kondisi di mana seseorang melakukan
suatu tindakan dengan kesadaran penuh dan bertujuan agar tindakan
tersebut serta akibatnya terjadi. Dalam hukum pidana, "niat" tidak hanya

berarti bahwa pelaku secara sadar melakukan suatu tindakan, tetapi juga

3 Aryo Tri Revando et al., “Pengaruh Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap
Efektifitas Pemberantasan Korupsi : Studi,” 2025, 176-91, https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.425.
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bahwa mereka menyadari konsekuensi atau dampak dari tindakan mereka.
Oleh karena itu, elemen "niat" biasanya dianggap sebagai jenis
pelanggaran yang paling serius. Dalam prinsip-prinsip hukum pidana,
"dolus" terdiri dari beberapa jenis: "dolus langsung" adalah niat yang
secara langsung bertujuan untuk menghasilkan hasil tertentu dari tindakan
tertentu; "dolus tidak langsung" adalah niat yang mengakui kemungkinan
hasil yang berbeda yang dihasilkan oleh tindakan yang dilakukan; dan
"dolus eventual" adalah niat di mana pelaku menyadari kemungkinan hasil
yang dilarang.

Namun, culpa, juga dikenal sebagai kelalaian, adalah jenis
kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya perhatian atau kehati-hatian
saat melakukan suatu tindakan. Dalam tindak pidana yang melibatkan
culpa, pelaku tidak bermaksud untuk menyebabkan kerugian, tetapi gagal
melakukan tingkat kehati-hatian yang diperlukan untuk melakukannya.
Oleh karena itu, kesalahan mengacu pada kelalaian atau kurangnya kehati-
hatian yang mengarah pada tindakan yang melanggar hukum. Dalam
hukum pidana, kelalaian biasanya dibagi menjadi dua jenis: culpa lata,
yang menunjukkan kelalaian berat, dan culpa levis, yang menunjukkan
kelalaian ringan. Culpa lata terjadi ketika seseorang menunjukkan
kelalaian yang ekstrim yang menyebabkan kerugian yang signifikan bagi

pihak lain.
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Konsep dolus dan culpa memiliki efek yang signifikan terhadap
penerapan hukuman pidana. Disebabkan adanya niat yang disengaja, yang
menunjukkan kemauan yang jelas untuk melakukan perbuatan yang
melanggar hukum, perbuatan yang disengaja biasanya dihukum lebih berat
daripada perbuatan lalai. Kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab
atas tindakannya sangat terkait dengan konsep kesalahan dalam sistem
pidana Indonesia. Tidak ada orang yang dapat dikenai tuntutan pidana
kecuali mereka dapat memahami dan mengontrol apa yang mereka
lakukan. Oleh karena itu, faktor kesalahan memiliki hubungan dengan
bukan hanya tindakan yang dilakukan tetapi juga kondisi mental pelaku.

Dolus berarti adanya niat atau kehendak dari seseorang untuk
melakukan tindakan yang melanggar undang-undang. Sama sekali, istilah
"culpa" lebih erat dikaitkan dengan kelalaian yang memiliki konsekuensi
negatif. Secara teoritis, baik dolus maupun culpa termasuk dalam konsep
mens rea, atau niat batin pelaku dalam hukum pidana. Konsep ini
mengatakan bahwa tanggung jawab pelaku kejahatan ditentukan oleh dua
faktor: tindakan yang dilakukan dan keadaan pikiran pelaku saat
melakukan kejahatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk
mempertimbangkan elemen kesalahan saat menjalankan proses hukum
terkait tindak pidana.

Dalam hukum pidana, dolus dan culpa tidak lepas dari teori
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kesalahan, yang membantu menentukan apakah ada kesalahan. Teori ini
berpendapat bahwa unsur-unsur perbuatan salah dapat diidentifikasi tidak
hanya melalui tindakan yang dilakukan tetapi juga dari perspektif internal
pelaku tentang tindakannya. Seseorang dapat melihat perspektif internal
ini melalui tindakan yang disengaja (dolus) atau kesalahan lalai (culpa).
Dalam teori kesalahan, dua jenis kesalahan ini berbeda. Niat kriminal
biasanya membawa hukuman pidana yang lebih berat daripada tindakan
yang dilakukan karena kelalaian dalam hal ini. Sebaliknya, kelalaian
adalah jenis kesalahan yang disebabkan oleh kurang hati-hati saat
melakukan sesuatu. Dalam kasus kelalaian, pelaku biasanya tidak
bermaksud menimbulkan konsekuensi yang merugikan; namun, karena
pelaku tidak menjaga tingkat kehati-hatian yang diperlukan, konsekuensi
tersebut tetap terjadi. Teori kesalahan menyatakan bahwa, meskipun tidak
ada kesengajaan, kelalaian dapat menjadi dasar pertanggungjawaban
pidana apabila kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Kemampuan seseorang untuk memahami dan mengontrol
tindakannya harus dipertimbangkan saat menentukan tanggung jawab
pidana, menurut teori kesalahan. Dengan kata lain, hukuman hanya dapat
diberikan kepada seseorang jika mereka memiliki kemampuan mental
yang cukup untuk memahami akibat dari tindakan mereka. Dalam situasi

ini, niat kriminal (dolus) atau kelalaian (culpa) sangat penting untuk

z'v_Jturnitin Page 86 of 117 - Integrity Submission Submission D trnioid::3117:605234505




78e145ed2bb2ecbef51ffc5c61c377669a861e2d.jpg
?]turnitin Page &7 of 117 - Integrity Submission Submission ID. trmioidii3117:605234505

72

menilai kesalahan pelaku dan menentukan tanggung jawab hukum mereka.
Teori kesalahan masih sangat penting dalam pengembangan hukum pidana
kontemporer dalam menentukan tanggung jawab pidana di berbagai
negara. Banyak sistem hukum pidana membutuhkan elemen kesalahan
untuk menjatuhkan hukuman, Ini menunjukkan bahwa ide tentang culpa
dan dolus tidak terbatas pada memiliki makna dalam teori, tetapi juga
berperan penting dalam penerapan hukum pidana di dunia nyata.'*
Dalam sistem hukum pidana, agar seseorang dapat dihukum karena tidak
berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu terjadi, diperlukan bukti yang
menunjukkan adanya beberapa unsur penting secara bersamaan. Yang
pertama harus dibuktikan adalah adanya posisi khusus atau hubungan
hukum yang menciptakan kewajiban untuk mengawasi atau
mengendalikan situasi tertentu. Tanpa adanya posisi khusus tersebut, tidak
ada dasar hukum yang memungkinkan seseorang dikaitkan dengan
tanggung jawab atas ketidakhadirannya.

Unsur kedua yang perlu dibuktikan adalah adanya kemampuan
atau kemungkinan seseorang untuk mengetahui atau mempertimbangkan
terjadinya suatu peristiwa yang berbahaya. Seorang individu tidak bisa

dituntut secara pidana jika pada saat kejadian ia tidak mampu memahami

!4 Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay, and Claudia Yuni Pramita, “Analisis Teoritis Dolus Dan
Culpa Dalam Konsep Kesala han Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana,” 2026, 6241-51.
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atau mengantisipasi risiko tersebut, meskipun akhirnya risiko itu terjadi.
Dalam konteks ini, kemampuan tersebut mencakup akses terhadap
informasi, pemahaman tentang kondisi yang berkembang, atau
kemampuan untuk meninjau situasi yang terjadi.

Ketiga, unsur yang harus dibuktikan adalah adanya
ketidakmampuan untuk Mengambil tindakan yang tepat dan wajar untuk
mencoba menghindari atau mengantisipasi risiko setelah diketahui atau
seharusnya diketahui. Ini adalah unsur yang sering kali sulit dibuktikan,
karena memerlukan penilaian terhadap standar perilaku yang dianggap
wajar dalam situasi tertentu serta pembuktian bahwa seseorang tidak
mampu memenuhi standar tersebut.

Keempat unsur yang harus terbukti adalah Ada hubungan sebab-
akibat antara kelalaian pelaku dan hasil yang dihasilkannya.. Dalam
konteks ini, perlu dapat dibuktikan bahwa jika pelaku mengambil tindakan
yang sesuai dengan keadaan, maka akibat yang merugikan kemungkinan
besar tidak akan terjadi atau dapat dihindari. Hubungan sebab akibat ini
tidak selalu mudah dibuktikan, karena urutan kejadian yang
menghubungkan ketidakaktifan dengan dampaknya sering kali melibatkan
banyak faktor dan pihak yang terlibat.

Pemilik lahan juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa

lahan tersebut digunakan secara sah dan tidak membahayakan pihak lain.
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Pemilik lahan memiliki kemampuan untuk menetapkan aturan penggunaan
lahan, membatasi akses bagi pihak yang tidak diizinkan, atau melakukan
langkah-langkah pencegahan untuk mencegah penggunaan lahan yang
tidak semestinya. Kapasitas ini memberi pemilik kemampuan yang
seharusnya tidak dimiliki oleh pihak luar untuk mengendalikan dan
memantau kondisi lahan miliknya. Secara dasar, pemilik lahan memiliki
pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik lahan tersebut,
penggunaan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, kondisi sekitar

lahan, serta siapa saja yang memiliki akses ke lahan tersebut.

Dalam hal ~mempertanggungjawabkan tindakan karena
membiarkan sesuatu terjadi, terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan. Pertama, jika pemilik tanah mengetahui atau seharusnya
mengetahui bahwa tanahnya digunakan untuk kegiatan yang melanggar
Undang-Undang Narkotika, dan tidak mengambil langkah-langkah yang
cukup untuk mencegah atau melaporkan hal tersebut, maka pemilik tanah
tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kontribusi atau
bantuan yang diberikan terhadap tindakan pidana tersebut. Kedua, jika
pemilik lahan sengaja menyewakan tanahnya untuk kegiatan Menurut
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur

keterlibatan dalam tindak pidana, siapa pun yang melanggar undang-
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undang narkoba dapat dituntut sebagai pelaku utama.'®

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi “Setiap
Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari
pertanggungiawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika
orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan
yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.”
Pihak-pihak berikut dapat dihukum sebagai pelaku:

1. Orang yang melakukan suatu tindakan, memerintahkannya, atau
berpartisipasi dalam melakukannya;

2. Orang yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk
bertindak, baik dengan menawarkan atau menjanjikan sesuatu,
menggunakan kekerasan, ancaman, atau penipuan, atau dengan
memberikan kesempatan, sarana, atau informasi.

3. Hanya tindakan yang dihasut dengan sengaja yang
dipertimbangkan dalam hal penghasut, dan konsekuensinya
juga..

Penyidik menjelaskan bahwa hal pertama yang perlu

diperhatikan adalah apakah ada unsur pengetahuan pada pihak yang

diperiksa atau tidak. Pengetahuan tersebut tidak harus berupa informasi

15 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Narkotika
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yang didapat secara langsung saat kejahatan terjadi; bukti-bukti yang
diperoleh dari rekonstruksi fakta juga bisa sama kuatnya dalam
menunjukkan bahwa seseorang mengetahui atau menyadari tindakan yang
terjadi. Dalam praktiknya, rekonstruksi tersebut mencakup beberapa
indikator, seperti apakah pemilik lahan secara rutin bisa mengakses lokasi
yang menjadi masalah dan sering mengunjungi atau mengawasi lahannya,
sehingga wajar jika ia mengetahui apa yang terjadi di sana. Selain itu,
apakah ada bukti bahwa pemilik lahan pernah berkomunikasi dengan
pelaku utama melalui pesan, panggilan, atau pertemuan, yang
menunjukkan adanya kordinasi atau pemberitahuan.

Juga, apakah ada bukti transaksi keuangan, seperti aliran dana,
pembayaran, atau pemindahan aset, yang menunjukkan bahwa pemilik
lahan terlibat secara ekonomi atau menerima kompensasi atas tindakan
tertentu. Gabungan elemen-elemen tersebut, terutama jika saling
mendukung, bisa menciptakan gambaran yang meyakinkan bahwa
seseorang memiliki pengetahuan, meskipun tidak ada orang yang melihat
tindakan itu secara langsung. Oleh karena itu, penyidik harus
mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti yang tidak langsung secara
teratur, mencatat waktu kedatangan, mengamati isi pesan, melacak aliran
uang, serta membandingkannya dengan keterangan saksi dan bukti nyata

agar kesimpulan mengenai pengetahuan tetap valid baik saat penyidikan
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berlangsung maupun di persidangan.

Berdasarkan fakta lapangan yang ditemukan di Dusun Tirtomoyo
Desa Krisik serta yang termuat dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, sikap pasif yang ditunjukkan oleh pemilik lahan tidak
dapat serta merta dikonstruksi sebagai bentuk mede plegen atau turut serta
melakukan tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, mede plegen
mensyaratkan adanya kerja sama yang disadari (bewuste samenwerking)
dan pelaksanaan perbuatan bersama secara fisik (gezamenlijke uitvoering)
antara dua orang atau lebih. Syarat ini mengandung makna bahwa setiap
pelaku turut serta harus memiliki kehendak bersama yang aktif dan nyata
dalam mewujudkan delik, bukan sekadar mengetahui atau membiarkan
perbuatan itu terjadi. Sikap diam atau ketidakhadiran pemilik lahan dalam
proses terjadinya tindak pidana secara fundamental tidak memenuhi unsur-
unsur kumulatif tersebut, sehingga konstruksi mede plegen menjadi tidak
tepat untuk diterapkan.

Sebaliknya, apabila terdapat bukti yang cukup bahwa sikap pasif
pemilik lahan itu disertai dengan kesengajaan untuk memudahkan atau
mendukung terjadinya kejahatan, maka perbuatan tersebut paling jauh
hanya dapat dikonstruksi sebagai medeplichtigheid atau pembantuan
Keterlibatan memiliki dua bentuk dalam hukum pidana, menurut Pasal 56

KUHP: keterlibatan selama kejahatan (durante delicto) dan keterlibatan
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sebelum kejahatan dengan memberikan kesempatan., sarana, atau
keterangan.

Dalam konteks pemilik lahan yang bersikap pasif, konstruksi
pembantuan hanya dapat dibangun apabila terpenuhi dua syarat pokok
secara bersamaan:

1. Pertama, adanya kesengajaan (opzer) dari pemilik lahan untuk
memberikan bantuan, baik berupa pembiaran yang disengaja
maupun penyediaan kondisi yang memudahkan pelaku utama;
dan

2. Kedua, adanya hubungan kausal yang dapat dibuktikan antara
sikap pasif tersebut dengan terlaksananya kejahatan di lapangan.
Lebih dari itu, apabila unsur kesengajaan sama sekali tidak dapat

dibuktikan secara meyakinkan, maka konsekuensi hukumnya pemilik
lahan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar
keikutsertaan dalam bentuk apapun. Salah satu prinsip utama hukum
pidana Indonesia adalah prinsip geen straf zonder schuld, yang berarti
"tidak ada hukuman tanpa kesalahan." melarang penjatuhan sanksi pidana
semata-mata berdasarkan hubungan kepemilikan atas suatu objek, tanpa
adanya bukti kesalahan subjektif pada diri pelaku.

Asas ini tidak menuntut Pada kenyataannya, prinsip "kesalahan"

adalah dasar dari tanggung jawab pidana, yang membahas apakah
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